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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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Volcano Durian Indonesia Resmi 
Menggema ke Pasar Dunia

SULTENG RAYA — Di 
tengah semangat ekspor 
yang menggeliat dalam 
agenda Berani Ekspor Raya 
Durian Sulteng Nambaso, 

Kamis (16/4/2026), sebuah 
langkah besar lahir dari 
tanah Palu. Bukan sekadar 
seremoni, melainkan pene-
gasan identitas: Indonesia 

kini punya wajah baru un-
tuk durian di pasar global—
Volcano Durian Indonesia.

Peluncuran branding na-
sional ini menjadi penan-

da babak baru perjalanan 
durian Indonesia. Sebuah 
upaya kolektif yang digagas 
bersama pemerintah dan 
Asosiasi Perkebunan Durian 

Indonesia (APDURIN), un-
tuk menyatukan kekuatan 
yang selama ini tersebar 
dalam ratusan varietas lokal.

Di hadapan pelaku usaha 

dan pemangku kepentin-
gan, Sekretaris Jenderal AP-
DURIN, Aditya Pradewo, 
menyampaikan pesan yang 
lebih dari sekadar strategi 

dagang. Ia berbicara tentang 
identitas, tentang bagaimana 
Indonesia harus hadir den-
gan satu nama yang kuat di 
tengah kompetisi global.

LAUNCHING Volcano 
Durian Indonesia pada 
kegiatan pelepasan ek-
spor durian beku Indo-
nesia di PT Duco food 
Indonesia Kelurahan 
Baiya Kota Palu. FOTO: IST

PROYEK pembangunan musala di kantor Inspektorat Parigi Moutong yang sedang diselidiki oleh Kejari Parigi 
Moutong. FOTO: ASLAN LAEHO

SULTENG RAYA – Riak 
dugaan penyimpangan 
pada proyek pembangunan 
musala di lingkungan In-
spektorat Kabupaten Parigi 
Moutong mulai memasuki 
babak baru. Kejaksaan Ne-
geri Parigi Moutong (Kejari) 
kini turun langsung, mene-
lusuri setiap jejak informasi 
yang berkembang di ruang 
publik.

Langkah itu ditandai den-
gan dimulainya proses pen-
gumpulan bahan keterangan 
(pulbaket), sebuah fase awal 
dalam penegakan hukum 
yang kerap menjadi pintu 
masuk untuk mengurai be-
nang kusut sebuah perkara.

Dibalik meja kerja yang 
penuh berkas, tim intelijen 

Kejari bergerak mengum-
pulkan data, menyaring 
informasi, hingga menco-
cokkan fakta-fakta awal. 
Kepala Seksi Intelijen, Rony 
Hotman Gunawan, mem-
benarkan proses tersebut 
tengah berjalan.

“Iya, saat ini kami masih 
dalam tahap pengumpulan 
bahan keterangan. Ini bagi-
an dari proses awal untuk 
mendalami informasi yang 
berkembang,” ujarnya, Ju-
mat (17/4/2026).

Menurut Rony, derasnya 
sorotan publik dan pembe-
ritaan yang beredar turut 
menjadi pemicu percepatan 
langkah Kejari. Isu menge-

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil 
Lahadalia. FOTO: ANTARA/ KEMENTERIAN ESDM

SULTENG RAYA - Pemerintah memastikan 
harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak 
akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026, 
kata  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) Bahlil Lahadalia.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, ia men-
gatakan keputusan tersebut merupakan tindak lan-
jut dari arahan Presiden Prabowo Subianto setelah 
lawatan ke Rusia dan Prancis.

Setelah menghadap Presiden di Istana Nega-
ra, Bahlil mengatakan bahwa stabilitas harga BBM 
subsidi masih sejalan dengan kondisi pasokan 
energi nasional yang terjaga.

TAHUN 2026

CEGAH PERNIKAHAN DINI

AS-IRAN PERANG 

Kim Jong Un tingkatkan kemampuan bom nuklir di tengah 
perang AS dan Iran. FOTO: VIA REUTERS/KCNA

SULTENG RAYA - Kepala Badan Energi Atom 
Internasional (IAEA) Rafael Grossi menyatakan Ko-
rea Utara telah meningkatkan kemampuan untuk 
memproduksi senjata nuklir.

Pernyataan ini disampaikan Grossi pada Rabu 
(15/4) berdasarkan pemantauan terbaru terhadap 
aktivitas nuklir negara itu di tengah perang AS 
dan Iran.

“Semua itu menunjukkan peningkatan yang se-
rius dalam kemampuan DPRK di bidang produksi 
senjata nuklir,” kata Grossi, dikutip The Straits 
Times.

SEKRETARIS Daerah Kabupaten Sigi Nuim Hayat (kiri) 
bersama Wakil Ketua DPRD Sigi Ikra Ibrahim (kanan) usai 
menandatangani perda penyelenggaraan upaya kesehatan 
reproduksi di Kabupaten Sigi, Sulteng, Kamis (16/4/2026). 
FOTO: ANTARA/MOH SALAM

SULTENG RAYA - Pemerintah Kabupaten Sigi, 
Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong implementa-
si peraturan daerah (Perda) terkait penyelenggaraan 
kesehatan reproduksi (Kespro) untuk mencegah 
terjadinya pernikahan di bawah umur di daerah 
tersebut.

“Jadi perda tersebut sangat penting untuk di-
laksanakan sebab kesehatan reproduksi memiliki 
peran dalam menentukan kualitas dan tumbuh 
kembang anak di Kabupaten Sigi,” kata Kepala 
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Be-

Baca VOLCANO Hal. 7

KETUA DPRD Sulteng, M Arus Abdul Karim (kedua dari kiri) mengikuti 
KPPD di kampus Akmil Magelang, Jateng, Rabu (15/4/2026). FOTO: IST

SULTENG RAYA - Ketua 
DPRD Provinsi Sulawesi 
Tengah, H. Mohammad 
Arus Abdul Karim, sejak 
Rabu sore   (15/4/2026) 

mengikuti Kursus Peman-
tapan Pimpinan Daerah ( 
KPPD).

Kegiatan KPPD ini diikuti 
oleh para Ketua DPRD pro-

vinsi dan kabupaten se-In-
donesia yang dipusatkan di 
Kampus Akademi Militer 
(Akmil) Lembah Tidar, Ma-
gelang, Jawa Tengah.

Kehadiran Arus Abdul 
Karim dalam forum elite 
yang diikuti para Ketua 
DPRD provinsi dan ka-
bupaten se-Indonesia ini 
menjadi sinyal kuat bahwa 
DPRD Sulawesi Tengah 
tengah bergerak naik ke-
las. Kegiatan bergengsi ini 
diselenggarakan oleh Lem-
baga Ketahanan Nasional 
Republik Indonesia dan 
akan berlangsung selama 
sepekan.

Tak sekadar seremoni, 
KPPD menjadi ajang “peng-
gemblengan” serius bagi 
para pimpinan legislatif 
daerah. Materi yang disaji-
kan mencakup penguatan 
tugas, fungsi, dan peran 
DPRD dalam mensukseskan 
Asta Cita, hingga strategi 
memperkuat hubungan ke-
lembagaan legislatif dalam 
mendukung agenda pem-
bangunan nasional.

Lebih jauh, para peserta 
juga dibekali isu-isu krusial 
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SULTENG RAYA - Au-
diensi antara Perwakilan 
BKKBN Provinsi Sulawesi 
Tengah dan Ombudsman 
Republik Indonesia Pro-
vinsi Sulawesi Tengah di-
laksanakan sebagai upaya 
penguatan pelayanan publik 
serta persiapan penilaian 
menuju Wilayah Birokra-
si Bersih dan Melayani 
(WBBM) tahun 2026, Kamis 
(16/4/2026). Kegiatan ini 
menjadi langkah strategis 
dalam memastikan kualitas 
tata kelola pelayanan pu-
blik yang semakin baik dan 
bebas dari maladministrasi.

Kepala Perwakilan BK-
KBN Provinsi Sulawesi 
Tengah, Tenny C. Soriton, 
menyampaikan, pertemuan 
ini merupakan momentum 
penting untuk memperoleh 
arahan, masukan, serta pen-

guatan dari Ombudsman 
dalam rangka peningkatan 
kualitas pelayanan publik. Ia 
menegaskan bahwa BKKBN 
Sulteng saat ini telah meraih 
predikat Wilayah Bebas 
dari Korupsi (WBK) serta 
mempertahankan sertifikasi 
ISO selama empat tahun 
berturut-turut, dan tengah 
mempersiapkan diri menuju 
WBBM.

“Melalui pertemuan ini, 
kami ingin memastikan bah-
wa langkah yang kami laku-
kan sudah berada pada jalur 
yang tepat. Kami juga terus 
mendorong inovasi pelay-
anan, baik melalui layanan 
konsultasi berbasis online 
maupun perluasan jam lay-
anan agar lebih menjangkau 
masyarakat,”ujar Tenny.

Ia menambahkan bahwa 
kolaborasi lintas sektor men-

jadi kunci dalam penguatan 
pelayanan publik, salah 
satunya melalui program 
“Selasa Menyapa” yang dii-
kuti ratusan peserta sebagai 
sarana edukasi dan sosialisa-
si kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala Per-
wakilan Ombudsman Repu-
blik Indonesia Provinsi Su-
lawesi Tengah, Mohammad 
Iqbal Andi Magga, mene-
gaskan bahwa pengawasan 
pelayanan publik merupakan 
kewajiban yang dilaksanakan 
setiap tahun sebagai bagian 
dari indikator nasional dalam 
mengukur kualitas pelay-
anan serta mendukung iklim 
investasi daerah.

Ia menjelaskan bahwa 
BKKBN termasuk dalam 
cakupan objek pengawasan 
pelayanan publik tahun 
2026, meskipun saat ini terd-

apat prioritas pada sektor 
lain seperti lembaga pe-
masyarakatan dan imigra-
si yang memiliki tingkat 
laporan masyarakat lebih 
tinggi. Namun demikian, 
koordinasi dan konsultasi 
tetap dapat dilakukan secara 
intensif guna mempersiap-
kan penilaian secara optimal 
dan mencegah potensi ma-
ladministrasi.

Melalui kegiatan ini, di-
harapkan terbangun sinergi 
yang semakin kuat anta-
ra BKKBN dan Ombuds-
man sebagai mitra strategis 
dalam pengawasan pelay-
anan publik, sehingga mam-
pu mendorong peningkatan 
kualitas layanan serta men-
dukung terwujudnya predi-
kat WBBM dan pelayanan 
yang semakin prima kepada 
masyarakat.*/AMR

KEPALA Perwakilan BKKBN Sulteng, Tenny C. Soriton berfoto bersama disel-sela audensi dengan pihak Ombudsman Sulteng, dalam 
upaya memperkuat zona integritas, Kamis (16/4/2026). FOTO: HUMAS BKKBN SULTENG 

SULTENG RAYA – Sebagai 
wujud kepedulian Polri terhadap 
masyarakat, Satuan Binmas (Sat 
Binmas) Polres Tojo Una-Una 
melaksanakan aksi sosial dengan 
menyalurkan bantuan kepada 
warga kurang mampu di Desa Su-
moli, Kecamatan Ratolindo, Jumat 
(17/4/2026) pagi.

Kegiatan tersebut dipimpin 
langsung oleh KBO Binmas Aiptu 
Sempo bersama Ps. Kaur Mintu 
Aipda Naek Sihotang, S.H. Secara 
door to door, personel mendatan-
gi kediaman warga, diantaranya 
Salimah, Yuli, dan Hamdan, un-
tuk menyerahkan bantuan paket 
sembako.

Kasat Binmas, AKP Agus Habi-
bie, menyampaikan bahwa pem-
berian bantuan social (bansos) 
berupa beras dan minyak goreng 
ini merupakan bagian dari upaya 
Polri untuk hadir di tengah kesuli-
tan masyarakat.

“Pemberian bantuan sosial ini 
adalah bentuk empati dan kepe-
dulian kami dari Polres Touna ke-

pada warga yang membutuhkan. 
Fokus kami adalah masyarakat 
yang benar-benar kurang mampu 
agar bantuan ini tepat sasaran,”u-
jar Agus. 

Lebih lanjut, Agus menjelaskan 
bahwa meskipun bantuan yang di-
berikan mungkin terlihat sederha-
na, pihaknya berharap hal tersebut 
dapat memberikan dampak positif 
bagi stabilitas ekonomi rumah 
tangga penerimanya.

“Kami menyadari kondisi ekono-
mi saat ini cukup menantang bagi 
sebagian warga. Oleh karena itu, 
kegiatan ini kami laksanakan untuk 
membantu meringankan beban ek-
onomi masyarakat di wilayah Desa 
Sumoli,” tambahnya.

Aksi kemanusiaan ini pun 
mendapatkan sambutan hangat 
dari warga. Kehadiran personel Sat 
Binmas di lapangan tidak hanya 
sekadar memberikan bantuan fisik, 
tetapi juga mempererat silaturahmi 
dan membangun kedekatan emo-
sional antara kepolisian dengan 
masyarakat setempat. AMR

PERSONEL Satbinmas Polres Touna, saat menyerahkan bansos kepada warga 
kurang mampu di Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Touna, Jumat 
(17/4/2026). FOTO: IST 

Warga Desa Sumoli 
Terima Bantuan Sosial

SULTENG RAYA - Uni-
versitas Tadulako (Untad) 
Palu melaksanakan kegiatan 
pelatihan mitigasi bencana 
yang bertempat di Fakultas 
Teknik  dengan mengha-
dirkan Kantor Pencarian 
dan Pertolongan (Basarnas) 
Palu sebagai narasumber, 
Kamis (16/4/2026). Kegi-
atan ini diikuti oleh kurang 
lebih 88 orang mahasiswa 
dari Program Studi Teknik 
Arsitektur. 

Para peserta tidak hanya 
mendapatkan materi teori 
terkait kebencanaan, namun 
juga mengikuti simulasi 
langsung yang dipandu oleh 
instruktur dari Kantor Pen-
carian dan Pertolongan Palu.

Melalui pendekatan prak-
tik, mahasiswa diberikan 
pemahaman mengenai teknik 
dasar penanganan darurat, 
termasuk metode evakuasi 
dan pengangkatan korban 
yang tepat dalam situasi ben-
cana. Hal ini bertujuan agar 
peserta memiliki keterampi-
lan dasar yang dapat diterap-
kan saat menghadapi kondisi 
darurat di lingkungan sekitar.

Instruktur dari Basarnas 
Palu, Arifuddin, S.E., M.A.P. 
menegaskan pentingnya 
edukasi mitigasi bencana 
bagi seluruh lapisan masya-
rakat, khususnya di wilayah 
Palu yang memiliki tingkat 
kerawanan bencana yang 
cukup tinggi.

“Mitigasi bencana sangat 
penting untuk terus diso-
sialisasikan. Kita memang 
tidak mengharapkan ter-
jadinya bencana, namun 
upaya antisipasi harus tetap 
dilakukan. Minimal masy-
arakat memahami teknik 
dasar pertolongan darurat, 
seperti cara pengangkatan 
korban, sehingga dapat 
memberikan bantuan awal 
sebelum bantuan medis 
tiba,” ujarnya.

Kegiatan ini diharap-
kan dapat meningkatkan 
pemahaman serta peran 
aktif mahasiswa dalam 
menghadapi potensi ben-
cana di lingkungan seki-
tarnya.AMR

TIM dosen menyerahkan kotak peralatan P3K kepada pihak SMP Tanantovea, Kabupaten Donggala, usai pelaksanaan penyu-
luhan tentang HIV/AIDS di sekolah tersebut, belum lama ini. FOTO: DOK. POLTEKKES PALU

SULTENG RAYA – Puluhan siswa 
Sekolah Menengaha Pertama (SMP) 
Tanantovea, Kabupaten Donggala 
mengikuti penyuluhan tentang HIV/
AIDS dari Tim dosen Poltekkes Ke-
menkes Palu yang merupakan wujud 
dari pengabdian kepada masyarakat, 
belum lama ini. 

Edukasi tersebut dipimpin Ketua 
Tim, Dr. Helena Pangaribuan, S.Kep., 
Ns., M.Kep, bersama anggota tim Baiq 
Emy Nurmalisa, S.Kep., Ns., M.Kep, 
dan Inang, Amd.Keb. Penyuluhan ini 
mengusung metode Aku Bangga Aku 
Tahu (ABAT) sebagai pendekatan 
edukasi bagi remaja dalam metmahami 
HIV/AIDS.

Dihadapan siswa SMP Tanantovea, 
tim menyampaikan pemahaman men-
genai HIV, mulai dari cara penularan, 
pencegahan hingga pentingnya menjaga 
perilaku hidup sehat sejak usia remaja.

Ketua tim, Dr. Helena Pangaribuan, 
mengatakan kegiatan ini bertujuan 
memberikan pengetahuan yang benar 
kepada siswa tentang HIV/AIDS agar 
mereka memiliki pemahaman sejak 
dini. “Tujuan utama kegiatan ini adalah 

memberikan pemahaman kepada siswa 
sejak dini mengenai HIV/AIDS, mulai 
dari cara penularan, pencegahan, hing-
ga pentingnya menjaga perilaku hidup 
sehat,” ujarnya.

Para siswa juga diberikan penjelasan 
mengenai berbagai cara penularan HIV, 
diantaranya melalui kontak dengan 
cairan tubuh tertentu seperti darah, 
cairan sperma, cairan vagina, serta ASI 
dari ibu yang terinfeksi.

Selain itu, kata Helena, HIV juga 
dapat menular melalui hubungan sek-
sual tanpa pengaman serta penggunaan 
jarum suntik secara bersama-sama yang 
berisiko memindahkan darah yang 
terkontaminasi virus.

Dia menjelaskan, edukasi mengenai 
HIV sangat penting diberikan kepada 
siswa SMP karena mereka berada pada 
fase remaja awal yang rentan terpengar-
uh berbagai informasi dari lingkungan 
maupun media sosial.

“Kami menyampaikan materi melalui 
presentasi, video edukasi, serta alat 
peraga. Selain itu juga dilakukan sesi 
tanya jawab agar siswa lebih aktif dan 
berani bertanya,”ujarnya. 

Selain itu, para siswa juga diedukasi 
mengenai peran remaja dalam pencega-
han HIV/AIDS. Para siswa diingatkan 
pentingnya menjaga pergaulan yang 
sehat dengan memilih lingkungan dan 
teman yang membawa pengaruh positif 
agar terhindar dari perilaku yang beri-
siko terhadap kesehatan.

Mereka juga didorong untuk berani 
menolak berbagai perilaku berisiko 
seperti seks bebas, penyalahgunaan 
narkoba, serta tindakan berbahaya 
lainnya sebagai bentuk perlindungan 
diri. Siswa diminta untuk aktif mencari 
informasi dari sumber yang terpercaya 
agar tidak mudah percaya pada mitos 
atau informasi yang salah terkait HIV/
AIDS.

Selama kegiatan berlangsung, para 
siswa terlihat antusias mengikuti pen-
yuluhan dan aktif mengajukan berba-
gai pertanyaan terkait HIV/AIDS dan 
kesehatan remaja. Ia berharap melalui 
kegiatan edukasi tersebut, para siswa 
dapat memahami informasi yang benar 
tentang HIV/AIDS serta menerapkan 
perilaku hidup sehat dalam kehidupan 
sehari-hari. AMR

BKKBN Sulteng 
Gandeng Ombudsman, 
Perkuat Zona Integritas

Poltekkes Palu Edukasi Siswa 
SMP Tanantovea Tentang HIV/AIDS 

SEJUMLAH mahasiswa mempraktikan penanganan korban bencana, saat pelatihan mitigasi benca-
na yang dilaksanakan di Fakultas Teknik Untad oleh Basarnas Palu, Kamis (17/4/2026). FOTO: HUMAS 

BASARNAS PALU  

Mahasiswa Teknik 
Untad Dilatih 

Mitigasi Bencana
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SULTENG RAYA - Se-
bagai bentuk kepedulian 
terhadap sesama dan aksi 
nyata di bidang kemanusi-
aan, personel Kompi 2 Ba-
talyon C Pelopor Satbrimob 
Polda Sulteng melaksanakan 
donor darah di RSUD Ka-
bupaten Morowali, Senin 
(13/4/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan 
guna membantu pasien yang 
tengah menjalani perawatan 
medis dan membutuhkan 
suplai darah. Selain untuk 
menambah stok darah di ru-
mah sakit, aksi ini juga me-
rupakan wujud kehadiran 
Brimob dalam membantu 
meringankan beban masya-
rakat, khususnya di wilayah 
Kabupaten Morowali.

Danyon C Pelopor, Kom-
pol Dimas Putra Kembaran, 
menyampaikan bahwa ke-
giatan ini adalah instruksi 
langsung untuk selalu sigap 
dalam membantu kesulitan 
masyarakat, tidak hanya 
dalam hal pengamanan, 
tetapi juga dalam urusan 
kemanusiaan.

"kegiatan donor darah ini 
sebagai wujud rasa empati 
kepada saudara-saudara 
kita yang sedang sakit. Kami 
berharap kantong-kantong 
darah yang terkumpul hari 
ini dapat bermanfaat bagi 
keselamatan pasien yang 
membutuhkan," katanya.

Dalam pelaksanaannya, 
personel menjalani peme-
riksaan kesehatan oleh tim 
medis RSUD Morowali 
sebelum melakukan pen-
gambilan darah. Semangat 
keikhlasan tampak jelas dari 
para personel yang antusias 
mengikuti kegiatan ini se-
bagai bagian dari dedikasi 
tanpa batas kepada bangsa 
dan negara.

Pihak RSUD Kabupaten 
Morowali menyampaikan 
apresiasi dan terima kasih 
yang sebesar-besarnya atas 
bantuan dari Satbrimobda 
Sulteng. Kehadiran perso-
nel Brimob dinilai sangat 
membantu ketersediaan 
stok darah yang seringkali 
menipis di tengah tingginya 
kebutuhan pasien.*/YAT

PERSONEL Kompi 2 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulteng, 
saat melaksanakan donor darah di RSUD Kabupaten Morowali, Senin 
(13/4/2026). FOTO: DOK SATBRIMOB POLDA SULTENG

Peduli Kemanusiaan, 
Personel Brimob Donor 

Darah di RSUD Morowali

Kegiatan ini menghadir-
kan pengalaman berkendara 
malam yang menyatukan 
para pecinta sepeda motor 
Honda dari berbagai komu-
nitas di Kota Palu dengan se-
mangat “Time To Step Up.”

Kegiatan diawali dengan 

berkumpulnya para peserta 
yang terdiri dari komunitas 
Honda aktif di halaman 
parkir Dealer Honda Anu-
gerah Perdana Yos Sudarso 
Palu. Selanjutnya, peserta 
melakukan city rolling atau 
night ride menuju beberapa 

PARA pecinta sepeda motor Honda dari berbagai komunitas di Kota Palu saat berpose bersama dalam kegiatan komunitas bertajuk 
“Vario125 Night Ride Vol. 2” pada Sabtu (11/4/2026). FOTO: HONDA SULTENG

Honda Sulteng Kembali Hadirkan 
Vario125 Night Ride Vol. 2

SATUKAN KOMUNITAS DALAM PENGALAMAN BERKENDARA MALAM

SULTENG RAYA — Anugerah Perdana 
selaku Main Dealer sepeda motor dan suku 
cadang Honda di Sulawesi Tengah (Sulteng), 
kembali menyelenggarakan kegiatan komu-
nitas bertajuk “Vario125 Night Ride Vol. 2” 
pada Sabtu (11/4/2026).

landmark Kota Palu.
Nuansa malam Kota Palu 

yang tenang dan syahdu 
memberikan pengalaman 
berkendara yang berbeda, 
sekaligus mencerminkan 
gaya hidup berkendara yang 
modern, aman, dan penuh 
kebersamaan. Puluhan se-
peda motor matic Honda 
turut memeriahkan kegiatan 
ini dengan tampilan yang 
mencerminkan karakter 
masing-masing pengenda-
ranya. Tidak hanya sekedar 
night ride, kegiatan ini juga 
menjadi ajang interaksi antar 
komunitas melalui berbagai 

aktivitas seperti games, mini 
challenges, serta sosialisasi 
keselamatan berkendara 
(safety riding). Rangkaian 
kegiatan tersebut semakin 
mempererat kebersamaan 
serta membangun suasana 
yang hangat dan meriah 
di antara para peserta. An-
tusiasme peserta terlihat 
tidak hanya saat berkendara, 
tetapi juga dalam momen 
berbagi cerita dan penga-
laman, yang memperkuat 
silaturahmi antar komunitas 
motor Honda di Kota Palu.

Rionald, PIC Commu-
nity Anugerah Perdana, 

menyampaikan bahwa ke-
giatan ini menjadi wadah 
positif bagi komunitas untuk 
menyalurkan passion di 
dunia otomotif. “Melalui ke-
giatan ini, kami ingin meng-
hadirkan ruang aktualisasi 
diri bagi komunitas motor 
Honda, khususnya generasi 
muda, untuk menyalurkan 
passion mereka dalam du-
nia otomotif secara positif. 
Dan kami berharap melalui 
kegiatan silaturahmi ini, 
kami dan komunitas motor 
Honda yang ada di Kota 
Palu dapat terus bersinergi 
dalam berbagai kegiatan 
positif lainnya,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi 
bagian dari upaya Honda 
dalam mendorong kolabo-
rasi antara pelaku industri, 
komunitas, dan masyarakat 
dalam membangun ekosis-
tem sosial yang aktif, inklu-
sif, serta memberikan dam-
pak positif bagi lingkungan 
sekitar. Honda Sulteng akan 
terus berupaya memper-
kuat peran komunitas, tidak 
hanya sebagai pengguna 
sepeda motor, tetapi juga 
sebagai bagian dari pelaku 
perubahan yang mendorong 
budaya keselamatan ber-
kendara, etika sosial, serta 
pengembangan kreativitas 
generasi muda.

Melalui semangat Satu 
Hati, Honda ingin terus 
menghadirkan kegiatan 
yang tidak hanya mempe-
rerat kebersamaan, tetapi 
juga memberikan nilai lebih 
bagi komunitas, sekaligus 
menegaskan bahwa Hon-
da tidak hanya menemani 
perjalanan fisik, tetapi juga 
perjalanan semangat dan 
nilai-nilai kehidupan bagi 
para penggunanya.*/YAN

SULTENG RAYA - Me-
respon cepat terjadinya ben-
cana banjir akibat intensitas 
curah hujan yang melanda 
Desa Saojo, Kecamatan Pa-
mona Utara, personel Siaga 
SAR Kompi 4 Batalyon B 
Pelopor Satbrimob Polda 
Sulteng segera diterjunkan 
ke lokasi terdampak untuk 
memberikan bantuan dar-
urat kepada masyarakat, 
Ahad (12/4/2026).

Setibanya di lokasi, per-
sonel langsung bergerak 
menyisir rumah-rumah war-
ga. Dengan sigap, petugas 
membantu mengevakuasi 
barang-barang berharga 
milik warga ke tempat yang 
lebih aman guna meminima-
lisir kerugian materiil akibat 
luapan air yang masuk ke 
dalam pemukiman.

Selain fokus pada eva-
kuasi barang, personel Si-
aga SAR juga melakukan 
pengaturan arus lalu lintas 
di jalur utama yang teren-

PERSONEL Siaga SAR Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob 
Polda Sulteng, saat diterjunkan ke lokasi terdampak untuk mem-
berikan bantuan darurat kepada masyarakat, Ahad (12/4/2026). 
FOTO: DOK SATBRIMOB POLDA SULTENG

Personel Brimob Evakuasi Warga 
Terdampak Banjir di Desa Saojo

SULTENG RAYA - Lem-
baga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) Palu meneri-
ma sebanyak 27 narapidana 
berusia 20 tahun (kategori 
remaja) yang merupakan 
pindahan dari Rumah Taha-
nan Negara (Rutan) di Palu 
dan Donggala. 

Pemindahan ini dilakukan 
sebagai upaya mengurangi 
overkapasitas yang terjadi 
di Rutan. Saat ini, jumlah 
hunian di LPKA Palu terca-
tat sebanyak 18 orang anak 
binaan. Kegiatan peneri-
maan dilaksanakan dengan 
pengawasan ketat serta me-
lalui serangkaian proses 
pemeriksaan awal yang ber-
tujuan untuk memastikan 
kondisi fisik, kelengkapan 
administrasi, serta kesiapan 
mereka dalam mengikuti 
program pembinaan di ling-
kungan LPKA Palu, Senin 
(13/4/2026).

Proses penerimaan di-
pimpin langsung oleh Ke-
pala Sub Seksi Administrasi 
Pengawasan dan Penega-
kan Disiplin (Kasubsi Adm. 
Wasgakin), Hery, bersama 
petugas jaga. Setibanya di 
LPKA Palu, para narapi-
dana langsung menjalani 
tahapan pemeriksaan awal 
yang meliputi verifikasi 

berkas administrasi guna 
memastikan kelengkapan 
dan keabsahan data. 

Selain itu, petugas me-
dis juga melakukan peme-
riksaan kesehatan untuk 
mengetahui kondisi fisik 
masing-masing anak bin-
aan sebagai langkah awal 
dalam pemberian layanan 
kesehatan yang tepat selama 
masa pembinaan.

Kasubsi Adm. Wasgakin, 
Hery, menjelaskan bahwa 
langkah ini merupakan ba-
gian dari upaya preventif 
dalam menjaga stabilitas 
keamanan dan ketertiban di 
dalam lembaga pemasyara-
katan. “Selama kegiatan ber-
langsung, situasi di LPKA 
Kelas II Palu terpantau aman 
dan terkendali tanpa adanya 
gangguan berarti,” ujarnya.

Tidak hanya itu, peme-
riksaan urine turut dilaku-
kan sebagai upaya deteksi 
dini terhadap kemungki-
nan penyalahgunaan obat-
obatan terlarang. Langkah 
ini menjadi bagian penting 
dalam menjaga lingkungan 
LPKA Palu tetap bersih dari 
narkoba serta mendukung 
proses pembinaan yang 
optimal.

Selanjutnya, petugas me-
lakukan pemeriksaan badan 

dan barang bawaan guna 
memastikan tidak ada benda 
terlarang yang masuk ke 
dalam area LPKA. Proses ini 
dilakukan secara humanis 
dengan tetap mengedepan-
kan prinsip perlindungan 
terhadap anak.

Kepala LPKA Kelas II 
Palu, Welli, menegaskan 
bahwa setiap proses peneri-
maan akan selalu dilakukan 
sesuai prosedur yang berla-
ku dengan mengedepankan 
aspek keamanan, ketertiban, 
serta pembinaan yang berke-
lanjutan.

“Penerimaan narapidana 
pindahan dari Rutan juga 
menjadi bagian dari strategi 
untuk mengurangi overka-
pasitas. Dengan peminda-
han tersebut, diharapkan 
distribusi warga binaan 
dapat lebih merata sehingga 
proses pembinaan dapat 
berjalan lebih optimal,” je-
lasnya.

Melalui serangkaian pe-
meriksaan dan penyesuaian 
awal ini, diharapkan para 
narapidana remaja dapat 
beradaptasi dengan baik di 
lingkungan baru serta siap 
mengikuti berbagai program 
pembinaan dan pendidikan 
yang telah disiapkan oleh 
LPKA Palu.*/YAT

PETUGAS LPKA Palu saat memeriksan badan narapidana pindahan dari Rutan Palu dan Rutan 
Donggala, Senin (13/4/2026). FOTO: HUMAS LPKA PALU

LPKA Palu Terima 27 Narapidana 
Pindahan Rutan Palu-Donggala

tertutup air, sehingga para 
pengendara dapat melintas 
dengan aman melalui pan-
duan personel di lapangan.

"Kehadiran personel Kom-
pi 4 Batalyon B di Desa Saojo 
merupakan wujud nyata res-
pons cepat Satbrimob Polda 
Sulteng terhadap bencana 
alam. Fokus utama kami 
adalah membantu warga 
mengamankan harta benda 
serta memastikan akses jalan 
tetap bisa dilalui dengan 
aman meskipun terendam 
banjir," tegas Danyon B Pe-
lopor, Kompol Dr. Robi 
Utomo. Aksi kemanusiaan 
ini merupakan wujud nyata 
dari bakti Brimob untuk 
masyarakat, di mana perso-
nel selalu siap sedia hadir 
di tengah kesulitan warga. 
Selain membantu evakuasi, 
tim SAR juga terus meman-
tau perkembangan debit air 
di lokasi guna mengantisi-
pasi adanya potensi banjir 
susulan.*/YAT

dam banjir. Guna mencegah 
kendaraan terperosok atau 
terjebak dalam genangan 

yang cukup dalam, perso-
nel memasang tanda pem-
batas pada ruas jalan yang 
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Aturan ini diberlakukan 
guna memastikan kelan-
caran ibadah haji dan ke-
selamatan jamaah resmi. 
Dilansir dari Saudi Gazette, 
sanksi tersebut akan mulai 
berlaku pada 1 Dzulqaidah 
atau bertepatan dengan 
18 April 2026 hingga be-
rakhirnya musim haji pada 
14 Dzulhijah mendatang.

Beberapa poin hukuman 
bagi pelanggar haji:

• Haji tanpa izin: 
Denda maksimal sebesar SR 
20.000 (sekitar Rp 85 juta) 
akan dijatuhkan kepada 

individu yang tertangkap 
melakukan atau mencoba 
melakukan haji tanpa izin. 
Sanksi serupa berlaku bagi 
pemegang semua jenis visa 
kunjungan yang nekat ma-
suk atau tinggal di Makkah 
dan wilayah suci selama 
periode terlarang (18 April 
- 14 Dzulhijah).

• Penyedia fasilitas 
dan akomodasi: Denda mak-
simal SR 100.000 (sekitar Rp 
425 juta) akan dijatuhkan 
bagi siapa pun yang mem-
bantu memfasilitasi, mem-
beri tempat tinggal, atau 

Jamaah calon haji dari berbagai negara melakukan Tawaf di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Jumat (30/5/2025). Foto: Antara

Saudi Akan Denda Hampir Setengah 
Miliar Bagi Fasilitator Jamaah Haji Ilegal

SULTENG RAYA - Kementerian Dalam Ne-
geri Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada 
Selasa (14/4/2026) resmi mengumumkan 
sanksi berat bagi individu yang nekat me-
laksanakan ibadah haji tanpa izin (tasrikh), 
serta pihak-pihak yang memfasilitasi peme-
gang visa kunjungan untuk berhaji secara 
ilegal.

menyediakan transportasi 
bagi pemegang visa kun-
jungan ilegal untuk berhaji. 
Nilai denda ini akan berlipat 
ganda sesuai dengan jumlah 
individu yang dibantu atau 
disembunyikan.

• Deportasi dan ce-
kal: Warga pendatang (eks-
patriat) atau pemegang visa 
yang melanggar aturan ini 
akan dideportasi ke negara 
asal dan dilarang masuk 
kembali ke Arab Saudi sela-
ma 10 tahun.

• Penyitaan kenda-
raan: Pengadilan berwenang 
dapat memutuskan pen-
yitaan kendaraan yang di-
gunakan untuk mengangkut 
jemaah ilegal jika kendaraan 
tersebut milik pihak yang 
memfasilitasi atau kaki tan-
gannya.

HAK BANDING DAN 
PELAPORAN

Kementerian menyatakan 
bahwa individu yang dij-
atuhi sanksi memiliki hak 

untuk mengajukan kebe-
ratan kepada komite yang 
berwenang dalam waktu 
30 hari sejak pemberitahu-
an keputusan. Selain itu, 
banding dapat diajukan 
ke Pengadilan Tata Usaha 
dalam waktu 60 hari.

Pemerintah Arab Saudi 
mendesak seluruh warga 
negara, ekspatriat, dan pen-
gunjung untuk mematuhi 
peraturan yang berlaku 
demi menjaga kesucian 
dan ketertiban ibadah haji. 
Masyarakat juga diminta 
melaporkan adanya pelang-
garan melalui nomor daru-
rat 911 di wilayah Makkah.

WASPADA PENIPUAN
Anggota Komisi VIII DPR 

dari Fraksi Partai Kebang-
kitan Bangsa (PKB), An’im 
Falachuddin meminta umat 
Islam agar tidak tergiur 
dengan tawaran keberang-
katan haji menggunakan 
visa foruda pada tahun ini. 
Hal ini disampaikan Kiai 

An’im, sapaan akrab An’im 
Falachuddin menanggapi 
keputusan Pemerintah Arab 
Saudi yang tidak menerbit-
kan visa haji foruda di tahun 
2026 bagi calon jemaah dari 
seluruh dunia.

“Keputusan Pemerintah 
Arab Saudi yang tidak men-
geluarkan visa haji foruda 
harus kita hormati. Kami 
mengimbau masyarakat 
agar tidak mudah tergiur 
dengan ajakan atau penawa-
ran berangkat haji tahun ini 
menggunakan visa foruda,” 
ujar Kiai An’im dalam kete-
rangannya di Jakarta, Senin 
(13/4/2026).

Kiai An’im menjelaskan, 
selama ini visa haji foruda 
kerap menjadi pilihan se-
bagian masyarakat karena 
memungkinkan berangkat 
haji tanpa harus menunggu 
antrean panjang. 

Di Indonesia, masa tung-
gu haji reguler bahkan bisa 
mencapai puluhan tahun, 

sehingga skema foruda se-
ring dianggap sebagai jalan 
pintas.

Meski demikian, ia me-
negaskan bahwa kondisi 
tahun ini berbeda. Dengan 
tidak diterbitkannya visa 
haji foruda oleh Pemerintah 
Arab Saudi, maka seluruh 
tawaran keberangkatan haji 
menggunakan jalur tersebut 
patut dicurigai.

“Memang benar antrean 
haji yang panjang membuat 
masyarakat mencari alterna-
tif seperti foruda. Tapi untuk 
tahun ini, ketika visa terse-
but tidak diterbitkan, maka 
setiap penawaran haji foru-
da harus diwaspadai. Jangan 
sampai masyarakat tertipu 
iming-iming keberangkatan 
haji instan,”jelas dia.

Legislator asal Jawa Timur 
ini juga menekankan bahwa 
Pemerintah Arab Saudi ha-
nya mengeluarkan visa haji 
resmi untuk penyelengga-
raan ibadah haji tahun 2026.

Indonesia sendiri membe-
rangkatkan jemaah melalui 
jalur haji reguler dan haji 
khusus yang seluruhnya 
menggunakan visa resmi 
dari otoritas Arab Saudi.

Lebih lanjut, Kiai An’im 
meminta pemerintah, khu-
susnya Kementerian Haji 
dan Umrah, untuk mengin-
tensifkan sosialisasi terkait 
tidak adanya visa haji fo-
ruda tahun ini. Langkah ini 
dinilai penting agar masya-
rakat tidak menjadi korban 
penipuan.

Selain itu, dia meminta pe-
merintah memberikan sank-
si tegas kepada pihak-pihak 
yang masih menawarkan 
keberangkatan haji meng-
gunakan visa Foruda pada 
tahun ini, karena itu jelas 
menyesatkan dan berpotensi 
merugikan masyarakat. 

"Kami minta seluruh ja-
maah haji berhati-hati den-
gan segala macam penipu-
an,” kata dia.RPB

SULTENG RAYA - PT 
Pertamina Patra Niaga (PPN), 
Subholding Downstream Per-
tamina, terus memperkuat 
pengelolaan distribusi energi 
nasional melalui pemanfaatan 
teknologi digital, khususnya 
melalui sistem monitoring ar-
mada kapal yang terintegrasi.

Pengelolaan sistem ini di-
lakukan melalui Command 
Centre di Kantor Pusat Perta-
mina yang menjadi pusat pe-
mantauan operasional kapal 
secara harian, baik kapal milik 
maupun kapal charter.

Dari ruang ini, pergera-
kan armada dipantau secara 
menyeluruh, mulai dari posi-
si, kecepatan, hingga progres 
pelayaran di setiap rute dis-
tribusi. Melalui sistem ber-
basis data yang terintegrasi, 
pemantauan dilakukan secara 
real-time sehingga memberi-
kan visibilitas yang lebih utuh 
terhadap pergerakan armada. 
Hal ini memungkinkan tim 
operasional untuk menganti-
sipasi potensi keterlambatan 
serta melakukan penyesuaian 
operasional secara lebih cepat 
dan tepat. Selain itu, sistem 
monitoring juga dilengkapi 
dengan pengawasan berba-
sis CCTV yang terpasang di 
kapal. Snapshot CCTV diki-
rim secara berkala ke darat 
dan ditampilkan dalam dash-
board operasional, sehingga 
aktivitas di kapal tetap dapat 
dipantau secara berkelanjutan. 
Direktur Armada Logistik PT 
Pertamina Patra Niaga, Arif 
Yunianto, menyampaikan 
bahwa pemanfaatan tekno-
logi ini menjadi bagian pen-
ting dalam menjaga kualitas 
distribusi energi di tengah 
dinamika operasional. 

“Dengan sistem monitoring 
yang terintegrasi, kami memi-
liki visibilitas yang lebih baik 
terhadap pergerakan armada. 
Hal ini memungkinkan kami 
merespons dinamika operasi-
onal dengan lebih cepat serta 
menjaga ketepatan distribusi 
energi di berbagai wilayah,” 
ujar Arif. Lebih lanjut, sis-
tem ini dilengkapi dengan 
fi tur alert dan reporting yang 

Pertamina. FOTO: PERTAMINA

SULTENG RAYA - Per-
tempuran jarak dekat yang 
sengit terus berkecamuk di 
pinggiran pasar tua Bint Jbeil, 
Lebanon Selatan, pada Se-
lasa (14/4/2026). Pejuang 
perlawanan Lebanon terlibat 
kontak senjata intensif dengan 
pasukan elite pendudukan 
Israel yang berupaya menem-
bus jantung kota tersebut.

Al Mayadeen melaporkan, 
meski Israel membombar-
dir wilayah tersebut dengan 
serangan udara, artileri, dan 
pengepungan yang tanpa 
henti, pasukan darat mereka 
sejauh ini gagal mencapai 
terobosan yang menentukan.

Laporan lapangan meng-
onfirmasi bahwa pasukan 
penjajah belum mampu men-
capai posisi kunci di dalam 
kota, termasuk Stadion Kota. 
Lokasi ini merupakan situs 
simbolis di mana mendiang 
Sayyed Hassan Nasrallah 
pernah menyampaikan pidato 
bersejarah pasca-pembebasan 
Lebanon Selatan tahun 2000, 
yang menyebut kekuatan 
Israel "lebih rapuh dari jaring 
laba-laba."

JEBAKAN MAUT BAGI 
PASUKAN ISRAEL

Dalam perkembangan 
terbaru, sebuah unit militer 
Israel dilaporkan terjebak 
dalam jebakan maut yang 
telah direncanakan oleh pe-
juang perlawanan. Pejuang 
Hizbullah menggiring unit 
tersebut ke dalam sebuah 
rumah sebelum meledakkan 
bangunan itu saat tentara 
berada di dalamnya.

Insiden ini diyakini sebagai 
"insiden keamanan" yang 
sebelumnya sempat dilapor-
kan oleh media-media Israel. 
Akibat kegagalan menembus 
poin-poin strategis, militer 
Israel kini dilaporkan mem-
batasi pergerakan personel 
dan kendaraan guna memini-
malisir jatuhnya korban jiwa.

Sebagai gantinya, mereka 
mengandalkan kendaraan ni-
rawak yang dikendalikan dari 
jarak jauh untuk memantau 

TENTARA Israel menghadiri pemkaman rekannya yang tewas di Gaza, di 
pemakaman militer Mount Herzl di Yerusalem, 27 April 2025. FOTO: EPA

Pasukan Elite Israel Terjebak 
di Ibu Kota Perlawanan

posisi pejuang perlawanan.

PASUKAN PENJAJAH 
BERJATUHAN

Media Israel melaporkan, 
Komandan Batalyon 52 men-
galami luka serius dalam 
pertempuran di Bint Jbeil pada 
Selasa. Selain itu, sejumlah 
besar tentara Israel dilaporkan 
menderita luka parah pada 
bagian anggota gerak (ekstre-
mitas) serta cedera lainnya.

Sepanjang hari, helikopter 
militer Israel terlihat mendarat 
di berbagai rumah sakit untuk 
mengevakuasi prajurit yang 
terluka dari garis depan Leba-
non. Sedikitnya, sepuluh ten-
tara dari Batalyon 101 Brigade 
Pasukan Payung dilaporkan 
terluka dalam pertempuran 
jarak dekat semalam, den-
gan tiga di antaranya berada 
dalam kondisi kritis.

BINT JBEIL: IBU KOTA 
PERLAWANAN

Bint Jbeil memegang posisi 
strategis dan simbolis yang 

sangat krusial di Lebanon 
Selatan. Secara geografi s, kota 
ini terletak di ketinggian yang 
mengawasi rute akses uta-
ma yang menghubungkan 
wilayah perbatasan dengan 
pedalaman, seperti jalur Ma-
roun al-Ras menuju Tebnine 
serta akses menuju Tyre (Sur).

Selain kepentingan militer, 
Bint Jbeil dijuluki sebagai "Ibu 
Kota Perlawanan." Sejarahnya 
dalam menentang pendudu-
kan telah bermula sejak masa 
Mandat Prancis pada 1936 
hingga masa pendudukan 
Israel (1982-2000).

Status simbolisnya semakin 
menguat pada perang Juli 
2006, di mana pertempuran 
di kota ini menjadi salah satu 
fragmen paling ikonik dalam 
sejarah konfrontasi Hizbullah 
dan militer Israel.

Bagi kedua belah pihak, 
Bint Jbeil bukan sekadar tar-
get operasional, melainkan 
simbol ketahanan dan harga 
diri dalam dinamika konfl ik di 
perbatasan Lebanon-Israel.RPB

Pertamina Perkuat Keandalan Distribusi 
Energi melalui Digitalisasi Armada

memungkinkan deteksi dini 
terhadap berbagai kondisi 
operasional, sehingga pen-
gambilan keputusan dapat di-
lakukan secara lebih cepat dan 
berbasis data. Digitalisasi juga 
turut mendorong transparansi 
dalam pengelolaan distribusi 
energi, termasuk melalui pe-
manfaatan sistem monitoring 
yang dapat diakses bersama 
dengan mitra kapal charter. 
Selain itu, sistem ini juga di-
lengkapi dengan fi tur fraud 
detection untuk mengidenti-
fi kasi potensi penyimpangan 
operasional. Penguatan sistem 
ini didukung oleh implemen-

tasi Enhanced Daily Tan-
ker Position (EDTP) 3.0 yang 
menghadirkan peningkatan 
stabilitas sistem serta integrasi 
data operasional yang lebih 
komprehensif.

Pemanfaatan fitur seperti 
geofencing dan integrasi data 
geografi s, termasuk cuaca dan 
alur pelayaran, turut mendu-
kung pengambilan keputusan 
operasional secara lebih ak-
urat. Sistem ini juga terpantau 
oleh Pertamina Integrated 
Digital Command Center 
(PIDCC) atau Pertamina Hub, 
yakni pusat kendali digital 
terintegrasi yang mengonso-

lidasikan berbagai data opera-
sional secara real-time dalam 
satu platform. Integrasi ini 
memungkinkan pemantauan 
armada secara menyeluruh 
dalam satu ekosistem yang 
terpusat, didukung oleh data 
visual dari CCTV di kapal 
untuk memperkuat visibili-
tas operasional. Tidak hanya 
memastikan kelancaran dis-
tribusi, sistem ini juga menjadi 
langkah antisipatif dalam me-
mitigasi potensi penyimpan-
gan serta risiko operasional di 
lapangan. Arif menambahkan 
bahwa pemanfaatan tekno-
logi ini tidak hanya berfokus 
pada aspek monitoring, tetapi 
juga memastikan distribusi 
energi dapat berjalan secara 
berkelanjutan dan responsif 
terhadap kebutuhan di ber-
bagai wilayah.

“Pada prinsipnya, yang 
kami monitor bukan hanya 
pergerakan armada, tetapi 
juga memastikan energi dapat 
terus tersalurkan secara berke-
lanjutan dan dapat diandal-
kan bagi masyarakat di ber-
bagai wilayah,” tutup Arif.RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

PERTEMUAN antara tokoh pers 
nasional Surya Paloh dan para 
pemimpin redaksi media na-
sional yang tergabung dalam 

Forum Pemred, tadi malam, menunjukkan 
komitmen kuat bahwa kebebasan pers wajib 
dijaga. Kebebasan pers merupakan sebuah 
wujud kemuliaan yang menjadi nadi dari 
negara demokrasi.

Namun, kemuliaan itu bisa tergerus, 
bahkan tergelincir ke level yang rendah 
bila kebebasan dimaknai sebagai sikap 
bebas yang sama sekali tidak dilekatkan 
tanggung jawab. Itulah kebebasan yang 
kebablasan, yang justru merusak muruah 
kemuliaan pers.

Maka, komitmen menjaga kebebasan pers 
yang penuh dengan tanggung jawab terse-
but menjadi amat relevan untuk digaungkan 
saat ini. Apalagi, kita menyaksikan residu 
dari keterbukaan dan kebebasan yang tidak 
disertai tanggung jawab dan literasi yang 
cukup itu terbukti melahirkan banyak dis-
informasi, misinformasi, bahkan produksi 
dan reproduksi hoaks.

Surya Paloh sebagai tokoh pers yang 
pernah mendapatkan Bintang Mahaputra 
Utama (2015) dan Medali Kepeloporan 
(2024) atas idenya mendirikan Metro TV, 
televisi berita pertama 24 jam di Indonesia, 
tentu risau dengan kondisi seperti itu. Ke-
risauan yang sama disuarakan oleh Forum 
Pemred, yang dalam berbagai kesempatan 
mengajak publik untuk memerangi hoaks, 
disinformasi, dan misinformasi.

Kerisauan tersebut membentuk simpul 
yang sama sehingga sangat penting untuk 
terus-menerus disuarakan. Apalagi, indeks 
literasi media masyarakat Indonesia masih 
belum memuaskan kendati naik dari waktu 
ke waktu. Dalam skala 5, tingkat indeks 
literasi media bangsa ini masih di angka 3,4.

Terlebih lagi, dalam Undang-Undang No-
mor 40 Tahun 1999 tentang Pers, jelas-jelas 
ditabalkan bahwa pers yang bertanggung 
jawab adalah pers yang menjalankan fungsi, 
hak, kewajiban, dan peranannya dengan 
berlandaskan kaidah-kaidah jurnalistik.

Secara lebih konkret, definisi itu dapat 
dipahami dari beberapa prinsip dalam 
undang-undang berupa taat hukum dan 
norma; menjalankan fungsi pers; serta men-
jaga profesionalitas pers dengan menyajikan 
informasi yang akurat, berimbang, dan tidak 
beriktikad buruk, melakukan verifikasi 
sebelum publikasi, dan menghormati hak 
jawab serta hak koreksi.

Tanggung jawab berarti pula tidak men-
yalahgunakan kebebasan. Kebebasan pers 
dijamin, tetapi harus digunakan secara 
bertanggung jawab dengan tidak menye-
barkan fitnah atau hoaks, menghasut, atau 
merugikan kepentingan umum.

Jadi, pers Indonesia hakikatnya adalah 
pers yang bebas, tetapi tetap tunduk pada 
hukum, etika jurnalistik, serta kepentingan 
publik, dengan mengutamakan kebenaran 
dan keadilan dalam setiap pemberitaan.

Maka, spirit kembali memuliakan kebe-
basan pers dengan tanggung jawab penuh 
adalah keniscayaan. Apa yang disepakati 
Surya Paloh sebagai tokoh pers nasional 
dan Forum Pemred dalam silaturahim dan 
halalbihalal di NasDem Tower tidak hanya 
layak diapresiasi, tetapi juga niscaya menja-
di gerakan bersama.*Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Kebijakan Berdasarkan 
Kebutuhan (Siapa)?

YANG sekarang ramai dalam pemberitaan 
yaitu berita serangan diluncurkan, rudal diba-
las, dan ketegangan meningkat antara Amerika 
Serikat, Israel, dan Iran. Di tengah hiruk-pikuk 
itu, satu pertanyaan sederhana tapi mendasar 
muncul, sebenarnya ini kebijakan atau kepu-
tusan siapa? 

APAKAH perang 
ini lahir dari satu 
tombol yang di-
tekan oleh sege-

lintir elite di ruang tertutup? 
Ataukah ia merupakan hasil 
dari keputusan kolektif yai-
tu gabungan kepentingan 
negara, tekanan aliansi, dan 
kalkulasi politik yang saling 
bertumpuk? Fenomena den-
gan mempertanyakan kebija-
kan itu sebenarnya kebutuhan 
siapa juga dapat dianalogikan 
pada berbagai kebijakan sek-
tor pembangunan belakangan 
ini. 

Suatu hal yang dapat dia-
mati di ruang publik adalah 
tanda tanya, polemik, dan dis-
kursus. Protes dari target atau 
penerima kebijakan menjadi 
bukti. Pernyataan ketidak-
puasan terhadap implementa-
si kebijakan mengisi interaksi 
dinamis dalam berbagai me-
dia sosial yang menggiring 
kepada pertanyaan kritis. 
Pertanyaan terkait dugaan 
adanya ketidaksinkronan 
antara pembuat kebijakan 
dan pelaksana kebijakan di-
maksud di lapangan akibat 
persepsi yang tidak sama di 
antara mereka. 

Yang menarik, para pem-
buat kebijakan cenderung 
menanggapi kendala im-
plementasi dengan jawaban 
sederhana dan singkat tanpa 
menjelaskan dengan pasti fak-
tor penyebab masalah. Juga 
terkadang tidak memberikan 
alternatif solusi segera untuk 
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kutnya, kebutuhan siapa yang 
menjadi dasar penyusunan 
kebijakan tersebut? Apakah 
kebutuhan publik atau justru 
kebutuhan kelompok atau 
kepentingan tertentu (conflict 
of interest)?

Beberapa Fakta 
Secara obyektif, harus dia-

kui bahwa sebenarnya latar 
belakang beberapa kebijakan 
telah didasarkan atas perma-
salahan di lapangan sehingga 
ditujukan kepada segmen 
target tertentu. Beberapa ke-
bijakan lain cenderung ajang 
pembuktian janji-janji politik 
atau sebagai solusi berkeadi-
lan dan tidak diskriminatif. 

Di sisi lain, terdapat kebija-
kan yang cenderung digiring 
memenuhi kepentingan pi-
hak atau kelompok tertentu. 
Kebutuhan tersebut dalam 
beberapa kenyataan cender-
ung karena adanya tuntutan 
kinerja sebagai sebagai wujud 
amanah yang diberikan. Juga 
kebutuhan bahwa kebijakan 
yang ada harus diubah agar 
ada bentuk “legacy” dalam 
era kepemimpinan tertentu. 

Postulat sederhananya, 
kalau masih tetap melan-
jutkan kebijakan yang lama 
ditengarai tidak visoner dan 
tidak mampu bekerja. Atau 
kebijakan mendadak ditetap-
kan dalam waktu cepat tanpa 
melalui suatu prosedur sesuai 
kaidah penyusunan pera-
turan yang berlaku. Karena 
yang menjadi urgen adalah 
program baru dan cenderung 
tidak mempertimbangkan 
secara matang dampak setelah 
diimplementasikan seperti ke-
gaduhan bagi kepada publik. 

Yang menarik, keluhan 
tidak segera dijadikan bahan 
evaluasi perbaikan. Tampak-
nya sejumlah kebijakan yang 
ada sekarang belum selaras 
dengan dua karakteristik ke-
bijakan publik sebagaimana 
disampaikan Nugroho (2015). 

Pertama, kebijakan publik 
seharusnya mudah untuk 
dipahami, karena dirumuskan 
untuk mencapai tujuan terten-
tu. Kedua, kebijakan publik 
mudah diukur, yakni sejauh-
mana diperoleh ketercapaian 
tujuan kebijakan. 

Disamping itu ditengarai 
pembuatan kebijakan yang 
ada, masih belum memper-
timbangkan tiga sifat umum 
kebijakan, yaitu kompleksitas, 
dinamis, dan sebagai kepu-
tusan. Kompleksitas dimaknai 
bahwa kebijakan publik itu 
terkait dengan banyak aspek, 
berwawasan luas, dan men-
gaitkan banyak pihak. Secara 
implisit menunjukkan bahwa 
kebijakan publik itu tidak bisa 
berurusan dengan satu kelom-
pok atau komunitas saja. 

Ia harus dikaitkan den-
gan keberadaan sejumlah 
komunitas yang akan menjadi 
target kebijakan. Dinamis 
diartikan bahwa kebijakan 
tidak bisa stagnan atau statis. 
Setiap kebijakan akan memi-
liki peluang untuk dipengar-
uhi baik dari faktor di luar 
(exogenous), faktor internal, 
dan konsekuensi kebijakan 
sebelumnya dalam bidang 
yang sama. 

Harus dipahami bahwa ke-
bijakan dapat berubah setiap 
waktu karena muncul ham-
batan dan ketidaksesuaian. 
Keputusan sebagai sifat ketiga 
dimaknai bahwa kebijakan 
publik seyogianya ditetapkan 
setelah melalui proses pemi-
lihan yang terbaik di antara 
berbagai alternatif. Penetapan 
menimbulkan implikasi beru-
pa aksi kebijakan atau renca-
na aksi sebagai tindaklanjut 
dalam tataran implementasi. 
Di samping itu, kebijakan 
walaupun pada hakekatnya 
bersifat konsepsional, dalam 
proses perumusannya su-
dah didasarkan atas pertim-
bangan-pertimbangan yang 
operasional

Rekomendasi 
Dalam perspektif kebijakan 

publik, perubahan seharusnya 
tidak dilakukan apabila belum 
terdapat cukup bukti kuat 
bahwa perubahan akan me-
rugikan dari aspek efektivitas, 
efisiensi dan keberterimaan 
secara politik. Tanpa dasar 
konseptual yang jelas, kebija-
kan yang tidak didasarkan 
atas kajian atau spontani-
tas karena semata-mata ada 
“wangsit” justru dapat me-
nimbulkan disfungsi baru. 

Paling tidak ada dua re-
komendasi untuk mengatasi 
“karut marut” nya kebijakan. 
Pertama, perlu dilakukan 
kajian akademik yang lebih 
mendalam terhadap sebuah 
rencana kebijakan. Proses 
ini akan berdampak kepada 
publik karena dapat merasa-
kan kebijakan yang diambil 
memiliki dasar teoritis dan 
empiris yang kuat, serta men-
guntungkan dirinya. 

Kedua, kebijakan seyo-
gianya diposisikan sebagai 
gerakan kultural. Artinya, 
kebijakan bukan semata-mata 
digunakan sebagai instrumen 
kepentingan kelompok ter-
tentu untuk mencapai tujuan. 
Sebuah kebijakan seyogianya 
bukan disusun untuk ke-
puasan bagi pembuat kebija-
kan semata-mata atau kare-
na konflik kepentingan atau 
keuntungan yang diperoleh. 

Kebijakan harus dipahami 
sebagai sebuah proses yang 
mempersyaratkan tahapan 
atau langkah-langkah stra-
tegis yang dapat diterapkan 
dalam kehidupan sehari-ha-
ri. Muara adanya kebijakan 
adalah kemaslahatan bagi 
orang banyak sebagai target 
kebijakan. Penulis: Ketua Tim 
Pakar JFAK INAKI (Ikatan Na-
sional Analis Kebijakan)/Dosen 
Sekolah Pascasarjana Universitas 
Pakuan, Bogor.  ***SindoNews.
Com. 

mengatasi masalah. Yang 
mengkhawatirkan jawaban 
malah menyebabkan keka-
cauan berpikir publik. Juga 
inkonsistensi jawaban antara 
pejabat pmbuat pernyataan 
padahal mereka bersal dari 
institusi yang sama. 

Padahal, teori dan literatur 
mengatakan bahwa kebijakan 
merupakan pilihan pemer-
intah untuk melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu. Ke-
bijakan seyoginya dapat men-
jelaskan mengapa diperlukan, 
dan dampak akibat adanya 
kebijakan tersebut (Thomas 
R. Dye, 1981). Mustopadidjaja 
(2002) menyatakan bahwa ke-
bijakan publik adalah “suatu 
keputusan yang dimaksudkan 
untuk mengatasi permasala-
han tertentu, melakukan ke-
giatan tertentu, dan mencapai 
tujuan tertentu”. 

Hal yang sama dikatakan 
James Andersen bahwa ke-
bijakan publik merupakan 
“A purpose course of action 
followed by an actor or set 
of actors in dealing with a 
problem of matter of concern” 
(serangkaian tindakan dengan 
tujuan tertentu diterapkan 
seorang atau sekelompok pe-
laku guna memecahkan suatu 
masalah tertentu). 

Pertanyaan yang muncul 
adalah apakah kebijakan me-
lalui proses panjang terma-
suk konsultasi atau dialog 
dengan public dilanjutkan 
ujicoba sudah sesuai dengan 
kebutuhan? Pertanyaan beri-
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NAMUN Putusan 
MKRI Nomor 
123 tahun 2026 
telah mengubah 

sama sekali pandangan se-
mula bahwa UU Tipikor 1999 
bukan merupakan “pukat 
harimau” menjadi dipertegas 
lagi justru merupakan “pukat 
harimau” oleh lembaga penja-
ga konstitusi yang notabene 
wajib melindungi hak asasi 
seseorang yang ditetapkan 
sebagaimana dicantumkan 
dalam Pasal 28 D ayat (1) 
UUD 45, setiap orang berhak 
atas perlindungan dan jami-
nan kepastian hukum yang 
adil dan perlakuan yang sama 
di muka hukum. 

Putusan MKRI Nomor 123 
Tahun 2026 prinsip “tujuan 
menghalalkan cara” (het doel 
Heilig de middelen) dijadikan 
motif pembenaran bahwa ke-
tentuan Pasal 14 UU Tipikor 
tidak mengandung kepastian 
hukum dengan menetapkan 
ketentuan baru atas Pasal 14: 

PERJALANAN UU Nomor 31 Tahun 1999 
pengganti UU Nomor 3 Tahun 1971 telah 
memasuki usia lebih dari 25 tahun tanpa ada 
perubahan sama sekali. 

setiap orang yang melakukan 
pelanggaran pidana di dalam 
UU sektoral yang tidak di-
sebut tegas sebagai tipikor; 
berlaku ketentuan pidana di 
dalam UU sektoral kecuali 
pelanggaran tersebut telah 
memenuhi unsur tipikor maka 
diberlakukan UU Tipikor. 

Penafsiran hukum oleh ma-
jelis hakim konstitusi ternyata 
tidak menggunakan salah 
satu dari 5 (lima) metode pen-
afsiran hukum yang berlaku 
pada umumnya melainkan 
hanya didasarkan atas alasan 
tidak memenuhi kepastian hu-
kum; sedangkan frasa, “kepas-
tian hukum yang adil; tidak 
hanya kepastian hukum; telah 
diabaikan, sehingga tmeng-
hapuskan Marwah MKRI 
sebagai penjaga Konstitusi 
UUD 45. 

Penafsiran Majelis Hakim 
MKRI dalam Putusan MKRI 
Nomor 123 Tahun 2026 yang 
bersifat terakhir dan mengi-
kat seluruh lembaga negara 

Penyimpangan Terkini Penerapan 
UU Tipikor Tahun 1999/2001

juga anggota masyarakat; 
telah menyamaratakan setiap 
kasus tipikor Pasal 2 dan Pa-
sal 3 UU Tipikor, sekalipun 
tampaknya sama-sama tipi-
kor karena memang analisis 
hukum pidana meteril tidak 
dapat dipersamakan dengan 
analisis konstitusional yang 
dilandaskan pada Konstitusi 
UUD 45 karena terdapat per-
bedaan fundamental antara 
kedua disiplin ilmu hukum 
tersebut (hukum pidana dan 
hukum tata negara). 

Analisa hukum pidana di-
dasarkan pada fakta yang 
terjadi dalam suatu peristiwa 
pidana sedangkan analisa hu-
kum tata negara didasarkan 
pada aspek konstitutisiona-
litas dari suatu UU terhadap 
UUD. Pertimbangan Majelis 
MKRI bahwa, perlu disisip-
kan frasa “dikecualikan…
dstnya pada ketentuan Pasal 
14 UU Tipikor hanya dengan 
pertimbangan demi kepastian 
hukum merupakan alasan 
yang tidak dapat dipertang-
gungjawabkan karena frasa 
ketentuan Pasal 14 UU Tipi-
kor telah memenuhi syarat 
lex scripta, lex stricta, dan 
lex certa. 

Adapun maksud dan tu-
juan pembentuk UU Tipikor 
1999 khususnya ketentuan 
Pasal 14 adalah untuk men-

cegah agar penerapan UU 
Tipikor khusus ketentuan 
Pasal 2 dan Pasal 3 tidak 
dilakukan secara pukul rata 
asalkan dipenuhi unsur ti-
pikor Pasal 2 atau Pasal 3 
tanpa mempertimbangkan 
kesalahan terdakwa. Alasan 
ketentuan Pasal 14 telah me-
nimbulkan ketidakpastian 
hukum justru alasan tanpa 
dasar hukum yang jelas baik 
dari sudut doktrin hukum 
maupun yurisprudensi. 

Sekalipun di dalam praktik 
peradilan tipikor, ketentu-
an Pasal 14 diabaikan baik 
oleh advokat maupun hakim. 
Dampak putusan MKRI No-
mor 123 Tahun 2026, terbuka 
celah hukum baru bagi Ke-
jaksaan dan KPK untuk tidak 
lagi mempertimbangkan ke-
beradaan pelanggaran pidana 
di dalam UU Sektoral dan 
apriori mengenyampingkan 
ketentuan Pasal 14 UU Tipikor 
yang notabene adalah muru-
ah dan sekaligus berfungsi 
sebagai rambu pembatas pe-
nerapan ketentuan Pasal 2 dan 
Pasal 3 UU Tipikor. 

Implikasi hukum lebih jauh 
di dalam penerapan keten-
tuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU 
Tipikor; tidak ada lagi per-
bedaan antara UU Sektoral 
(umum) dan UU Khusus Pi-
dana (UU Tipikor) yang sejak 

lama diakui baik di dalam 
teori, doktrin dan yurispru-
densi perkara pidana. 

Sedangkan di sisi lain, UU 
KUHP Pidana 2023 masih 
tetap membedakannya seba-
gaimana tercantum di dalam 
Bab XXXV tentang Tindak 
Pidana Khusus oleh karena-
nya, Putusan MKRI Nomor 
123 Tahun 2026 telah berten-
tangan dengan pembaruan 
UU Pidana khususnya pem-
bedaan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana 
khusus. 

Sekalipun dalam praktik 
peradilan tipikor kemudian 
setelah Putusan MKRI ter-
sebut, kejaksaan atau KPK 
masih didasarkan Putusan 
MKRI aquo maka lembaga 
praperadilan yang akan men-
guji/menilai sejauh manakah 
praktik penanganan perkara 
korupsi oleh Kejaksaan atau 
KPK dapat dibenarkan ber-
dasarkan ketentuan KUHP 
2023 dan KUHAP 2025. Pada 
akhirnya akan terjadi perten-
tangan antara sisi kepastian 
hukum dan keadilan dan 
menurut ketentuan Pasal 53 
KUHP 2023, hakim wajib 
mengutamakan keadilan; bu-
kan kepastian hukum. Penulis: 
Guru besar di bidang Ilmu Hu-
kum Internasional di Universitas 
Padjadjaran, **SindoNews.Com.

Memuliakan 
Kebebasan 

Pers
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SULTENG RAYA – Pe-
rusahaan Umum (Perum) 
Bulog Kantor Wilayah 
(Kanwil) Sulawesi Tengah 
menyatakan, kembali men-
distribusikan stok minyakita 
ke pasar-pasar pencatatan 
demi menstabilkan harga.

Pemimpin Wilayah Bulog 
Kanwil Sulteng, Jusri men-
gatakan, intensitas pendis-
tribusian sempat menurun 
karena stok dialihkan demi 
memenuhi penyaluran ban-
tuan pangan di Sulteng.

“Memang pada Maret 
sampai awal April minggu 

pertama agak lambat ka-
rena fokus untuk bantuan 
pangan, stok yang dibu-
tuhkan cukup besar. Tapi 
kami mulai jalan sudah 
10 hari kita sebar seluruh 
kabupaten dengan harapan 
menekan harga,” kata Jusri 
kepada awak media, Jumat 
(17/4/2026).

Pada saat menurunnya in-
tensitas penyaluran minyaki-
ta di pasar, diakuinya, harga 
sempat melambung. Namun 
dirinya meyakini dengan 
membanjiri stok ke depan, 
harga akan kembali stabil.

“Kami harap bisa turun 
(harga minyakita, red) se-
cepatnya. Khususnya wi-
layah-wilayah Kabupaten 
Morowali dan sekitarnya,” 
kata Pimwil Jusri.

Dia mengimbau kepada 
seluruh pedagang, khusus-
nya yang bermitra dengan 
Bulog agar tunduk terhadap 
aturan main penjualan 
minyakita yakni Rp15.700 
per liter. Pihaknya tidak 
segan untuk menindak pe-
dagang nakal yang menjual 
di atas harga eceran tertinggi 
(HET).

SULTENG RAYA - Pemegang sa-
ham PT Matahari Department Store 
Tbk (LPPF) menyetujui perubahan 
nama perseroan menjadi PT MDS 
Retailing Tbk. Perubahan nama ini 
diputuskan berdasarkan hasil Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar Bia-
sa (RUPSLB), Rabu (15/4). 

Berdasarkan risalah RUPSLB, 
persetujuan nama baru perseroan 
dilakukan karena adanya peruba-
han Pasal 1 ayat (1) Anggaran 
Dasar Perseroan tentang Nama 
Perseroan. Perubahan ini disetujui 
oleh 1.588.241.118 saham atau seki-
tar 93,181% dari seluruh suara yang 
hadir dalam RUPSLB.

“Menyetujui perubahan nama 
Perseroan dari PT Matahari De-
partment Store Tbk menjadi PT 
MDS Retailing Tbk,” tulis ring-
kasan risalah RUPSLB LPPF dari 
Keterbukaan Informasi, Jumat 
(17/4/2026).

Selain itu, pemegang saham LPPF 
juga menyetujui pengalihan saham 
hasil pembelian kembali (saham 
treasuri) melalui penarikan kembali 
sejumlah 31.000.000 saham. Adapun 
seluruh saham ini merupakan hasil 
buyback yang dilakukan hingga 09 
April 2026 dengan skema penurunan 
modal ditempatkan dan disetor. 

Dalam kesempatan yang sama, 
LPPF juga melakukan Rapat 
Umum Pemegang Saham Tahunan 
(RUPST). Berdasarkan hasil terse-
but, pemegang saham perseroan 
juga menyetujui pembagian di-
viden tunai final dari laba bersih 
tahun buku 2025 sebesar Rp 250 
per saham.

“Dividen final akan dibagikan 
kepada Pemegang Saham yang na-
manya tercatat dalam Daftar Peme-
gang Saham Perseroan pada tanggal 
27 April 2026 sampai dengan pukul 
16.00 WIB,” pungkasnya.DTC

SULTENG RAYA - Otori-
tas Jasa Keuangan (OJK) dan 
Kementerian Ekonomi Kre-
atif/Badan Ekonomi Kreatif 
(Ekraf) terus memperkuat 
kolaborasi dalam pengem-
bangan inovasi keuangan 
digital berbasis Web3 guna 
mendukung penguatan sek-
tor ekonomi kreatif.

Komitmen tersebut diba-
has dalam pertemuan strate-
gis kedua lembaga di Kantor 
Ekraf Jakarta, Selasa,  yang 
menjadi langkah penting 
dalam mendorong transfor-
masi kekayaan intelektual 
(Intellectual Property/IP) 
Indonesia menjadi kelas aset 
baru yang bernilai ekonomi 
tinggi.

Kepala Eksekutif Pen-
gawas Inovasi Teknolo-
gi Sektor Keuangan, Aset 
Keuangan Digital, dan Aset 
Kripto OJK Adi Budiarso 
dalam kesempatan tersebut 
menegaskan komitmen OJK 
dalam mendukung pengem-
bangan inovasi teknologi 
sektor keuangan melalui 
sinergi yang berkelanjutan 
dengan Ekraf.

“Kolaborasi antara OJK 
dan Ekraf mencerminkan 
sinergi strategis yang berke-
lanjutan dalam mendorong 
terciptanya inovasi baru di 
sektor keuangan digital,” 
kata Adi Budiarso dalam 
keterangan tertulis yang di-
terima Sulteng Raya, Jumat 
(17/4/2026).

Lanjutnya, implementasi 
kerja sama tersebut antara 
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Sudah Tak Ada 
Matahari di Indonesia

STOK minyakita di pasar Manonda, Kota Palu. FOTO: RAHMAT KURNIAWAN

Bulog Sulteng Kembali Banjiri 
Pasar dengan Stok Minyakita

“Kami akan intens mela-
kukan pengawasan. Kami 
ingin semua menjual sesuai 
dengan regulasi agar harga 

ke konsumen bisa sesuai 
dengan yang diharapkan 
pemerintah, gerakan sta-
bilisasinya juga bisa dapat 

sesuai amanat Pemerintah,” 
tutup Pimwil Jusri. 

Untuk diketahui, Bulog 
Kanwil Sulteng kini memi-

liki sebanyak 1,16 juta liter 
yang tersebar di satu kanwil 
dan 3 kancab di Sulawesi 
Tengah. RHT

OJK dan Kemeterian Ekraf Perkuat 
olaborasi Pengembangan 
Inovasi Keuangan Digital 

faatan teknologi blockchain 
dengan kebijakan sektor 
keuangan guna mendukung 
terciptanya pasar kekayaan 
intelektual yang lebih likuid 
dan kredibel.

“Melalui kesinambungan 
program Infinity Hackathon 
dan Infinity Accelerator, 
OJK berkomitmen mem-
perkuat ekosistem inovasi 
berbasis Web3 dan block-
chain guna mendukung per-
tumbuhan ekonomi nasional 
yang inklusif, adaptif, dan 
berdaya saing tinggi di era 
transformasi digital,” kata 
Adi Budiarso.

Hal ini disambut baik 
oleh Menteri Ekonomi Kre-
atif Teuku Riefky Harsya. 
“Transformasi kekayaan in-
telektual menjadi kelas aset 
baru merupakan langkah 
strategis untuk meningkat-
kan nilai tambah ekonomi 
kreatif Indonesia. Melalui 
kolaborasi dengan OJK, 
kami ingin memastikan 
bahwa inovasi berbasis 
Web3 tidak hanya berkem-
bang secara teknologi, teta-
pi juga didukung oleh ke-
rangka regulasi yang kuat, 
sehingga mampu membe-
rikan manfaat nyata bagi 
para kreator dan pelaku 
industri,” kata Teuku Rief-
ky Harsya.

Dalam pertemuan ter-
sebut, OJK dan Ekraf juga 

menekankan pentingnya 
penguatan koordinasi lintas 
sektor dalam merumuskan 
kebijakan terkait teknologi 
blockchain, aset kripto, serta 
model pembiayaan berbasis 
digital di sektor ekonomi 
kreatif. 

Kolaborasi yang dilaku-
kan juga diharapkan dapat 
mempercepat transformasi 
ekosistem ekonomi kreatif 
Indonesia menuju era digital 
yang inklusif, transparan, 
dan berdaya saing global, 
sekaligus membuka peluang 
baru dalam pemanfaatan 
kekayaan intelektual sebagai 
sumber pertumbuhan eko-
nomi berkelanjutan.

Pertemuan ini juga diha-
diri oleh Kepala Departemen 
Pengaturan dan Perizinan 
Inovasi Teknologi Sektor 
Keuangan, Aset Keuangan 
Digital, dan Aset Kripto 
(IAKD) OJK Djoko Kurnij-
anto, Deputi Bidang Kreati-
vitas Digital dan Teknologi 
Ekraf Muhammad Neil El 
Himam, dan perwakilan 
dari startup peserta pro-
gram Infinity Hackathon 
dan Infinity Accelerator. 
Tiga startup yang menjadi 
bagian dari ekosistem ino-
vasi, yaitu Libere, Invinsible 
Funds, dan Alterfun juga 
melakukan presentasi model 
inovasi pada pertemuan 
dimaksud. RHT

PERTEMUAN OJK dan Kementerian Ekraf. FOTO: DOK. OJK

lain diwujudkan melalui 
program Infinity Hackathon 
OJK–Ekraf 2025 dan Infinity 
Accelerator 2026. Infinity 
Hackathon OJK–Ekraf 2025 
telah menghasilkan berba-
gai solusi inovatif berbasis 
Web3 di bidang pembia-
yaan, transparansi, dan pel-
indungan karya kreatif.

Sementara itu, Infinity Ac-
celerator 2026 yang mengus-
ung tema Unlocking Indo-
nesia’s Intellectual Property 
as a New Asset Class dia-
rahkan untuk mendorong 
transformasi kekayaan in-
telektual Indonesia menjadi 
kelas aset baru yang terve-
rifikasi, terdigitalisasi, dan 
layak investasi. Program ini 
juga menjembatani peman-

SULTENG RAYA - Ba-
dan Gizi Nasional (BGN) 
memastikan perlindungan 
sosial bagi tenaga relawan 
dalam pelaksanaan pro-
gram Makan Bergizi Gratis 
(MBG). Seluruh mitra dan 
yayasan pengelola Satuan 
Pelayanan Pemenuhan Gizi 
(SPPG) kini diwajibkan un-
tuk mendaftarkan tenaga 
relawan mereka ke program 
BPJS Ketenagakerjaan.

Direktur Penyediaan dan 
Penyaluran BGN Wilay-
ah III, Ranto mengatakan 
mitra dan yayasan SPPG 
diwajibkan menjalankan 
proses operasional iuran 
BPJS Ketenagakerjaan secara 
tertib dan berkelanjutan. Ia 
menekankan perlindungan 
kerja ini merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari 
operasional program MBG.

“Mitra dan yayasan ber-
kewajiban mendaftarkan 
setiap tenaga relawannya 
dalam program BPJS Kete-
nagakerjaan sebagai bentuk 
perlindungan kerja yang 
melekat pada pelaksanaan 
program MBG,” ujar Ranto 
dalam keterangan tertulis, 
Jumat (17/4/2026). 

Ia menjelaskan yayasan 
dan mitra sebagai penge-
lola SPPG memiliki tang-
gung jawab penuh terhadap 

administrasi pelaksanaan. 
Ranto juga meminta agar 
yayasan serta mitra dapat 
memastikan pembayaran 
hak tenaga relawan dilaku-
kan secara tepat waktu dan 
sesuai ketentuan. 

Saat ini, tercatat 5.322 
SPPG dengan total 278.614 
relawan secara nasional 
belum terlindungi dalam 
program jaminan sosial ke-
tenagakerjaan.

“Saat ini secara nasio-
nal tercatat sebanyak 5.322 
SPPG dengan total 278.614 
relawan belum terlindungi 
dalam program jaminan 
sosial ketenagakerjaan. Se-
mentara di Wilayah III, se-
banyak 3.015 SPPG telah 
memiliki nomor registrasi 
kepesertaan, sementara 249 
SPPG lainnya belum terdaf-
tar,” tambah Ranto.

Di tingkat daerah, Provin-
si Maluku misalnya, men-
unjukkan angka yang baik. 
Dari 55 SPPG yang teriden-
tifikasi, sebanyak 52 SPPG 
atau 94,55% sudah resmi 
terdaftar dalam program 
BPJS Ketenagakerjaan.

“Sementara itu, masih 
terdapat 3 SPPG atau 5,45 
persen yang belum ter-
daftar dan perlu segera 
ditindaklanjuti,” jelas Ran-
to. DTC

Relawan MBG Wajib 
Terdaftar BPJS 

Ketenagakerjaan

Sulteng nambaso
SULTENG RAYA

3SABTU, 18 APRIL 2026

SULTENG RAYA - Se-
bagai bentuk kepedulian 
terhadap sesama dan aksi 
nyata di bidang kemanusi-
aan, personel Kompi 2 Ba-
talyon C Pelopor Satbrimob 
Polda Sulteng melaksanakan 
donor darah di RSUD Ka-
bupaten Morowali, Senin 
(13/4/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan 
guna membantu pasien yang 
tengah menjalani perawatan 
medis dan membutuhkan 
suplai darah. Selain untuk 
menambah stok darah di ru-
mah sakit, aksi ini juga me-
rupakan wujud kehadiran 
Brimob dalam membantu 
meringankan beban masya-
rakat, khususnya di wilayah 
Kabupaten Morowali.

Danyon C Pelopor, Kom-
pol Dimas Putra Kembaran, 
menyampaikan bahwa ke-
giatan ini adalah instruksi 
langsung untuk selalu sigap 
dalam membantu kesulitan 
masyarakat, tidak hanya 
dalam hal pengamanan, 
tetapi juga dalam urusan 
kemanusiaan.

"kegiatan donor darah ini 
sebagai wujud rasa empati 
kepada saudara-saudara 
kita yang sedang sakit. Kami 
berharap kantong-kantong 
darah yang terkumpul hari 
ini dapat bermanfaat bagi 
keselamatan pasien yang 
membutuhkan," katanya.

Dalam pelaksanaannya, 
personel menjalani peme-
riksaan kesehatan oleh tim 
medis RSUD Morowali 
sebelum melakukan pen-
gambilan darah. Semangat 
keikhlasan tampak jelas dari 
para personel yang antusias 
mengikuti kegiatan ini se-
bagai bagian dari dedikasi 
tanpa batas kepada bangsa 
dan negara.

Pihak RSUD Kabupaten 
Morowali menyampaikan 
apresiasi dan terima kasih 
yang sebesar-besarnya atas 
bantuan dari Satbrimobda 
Sulteng. Kehadiran perso-
nel Brimob dinilai sangat 
membantu ketersediaan 
stok darah yang seringkali 
menipis di tengah tingginya 
kebutuhan pasien.*/YAT

PERSONEL Kompi 2 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulteng, 
saat melaksanakan donor darah di RSUD Kabupaten Morowali, Senin 
(13/4/2026). FOTO: DOK SATBRIMOB POLDA SULTENG

Peduli Kemanusiaan, 
Personel Brimob Donor 

Darah di RSUD Morowali

Kegiatan ini menghadir-
kan pengalaman berkendara 
malam yang menyatukan 
para pecinta sepeda motor 
Honda dari berbagai komu-
nitas di Kota Palu dengan se-
mangat “Time To Step Up.”

Kegiatan diawali dengan 

berkumpulnya para peserta 
yang terdiri dari komunitas 
Honda aktif di halaman 
parkir Dealer Honda Anu-
gerah Perdana Yos Sudarso 
Palu. Selanjutnya, peserta 
melakukan city rolling atau 
night ride menuju beberapa 

PARA pecinta sepeda motor Honda dari berbagai komunitas di Kota Palu saat berpose bersama dalam kegiatan komunitas bertajuk 
“Vario125 Night Ride Vol. 2” pada Sabtu (11/4/2026). FOTO: HONDA SULTENG

Honda Sulteng Kembali Hadirkan 
Vario125 Night Ride Vol. 2

SATUKAN KOMUNITAS DALAM PENGALAMAN BERKENDARA MALAM

SULTENG RAYA — Anugerah Perdana 
selaku Main Dealer sepeda motor dan suku 
cadang Honda di Sulawesi Tengah (Sulteng), 
kembali menyelenggarakan kegiatan komu-
nitas bertajuk “Vario125 Night Ride Vol. 2” 
pada Sabtu (11/4/2026).

landmark Kota Palu.
Nuansa malam Kota Palu 

yang tenang dan syahdu 
memberikan pengalaman 
berkendara yang berbeda, 
sekaligus mencerminkan 
gaya hidup berkendara yang 
modern, aman, dan penuh 
kebersamaan. Puluhan se-
peda motor matic Honda 
turut memeriahkan kegiatan 
ini dengan tampilan yang 
mencerminkan karakter 
masing-masing pengenda-
ranya. Tidak hanya sekedar 
night ride, kegiatan ini juga 
menjadi ajang interaksi antar 
komunitas melalui berbagai 

aktivitas seperti games, mini 
challenges, serta sosialisasi 
keselamatan berkendara 
(safety riding). Rangkaian 
kegiatan tersebut semakin 
mempererat kebersamaan 
serta membangun suasana 
yang hangat dan meriah 
di antara para peserta. An-
tusiasme peserta terlihat 
tidak hanya saat berkendara, 
tetapi juga dalam momen 
berbagi cerita dan penga-
laman, yang memperkuat 
silaturahmi antar komunitas 
motor Honda di Kota Palu.

Rionald, PIC Commu-
nity Anugerah Perdana, 

menyampaikan bahwa ke-
giatan ini menjadi wadah 
positif bagi komunitas untuk 
menyalurkan passion di 
dunia otomotif. “Melalui ke-
giatan ini, kami ingin meng-
hadirkan ruang aktualisasi 
diri bagi komunitas motor 
Honda, khususnya generasi 
muda, untuk menyalurkan 
passion mereka dalam du-
nia otomotif secara positif. 
Dan kami berharap melalui 
kegiatan silaturahmi ini, 
kami dan komunitas motor 
Honda yang ada di Kota 
Palu dapat terus bersinergi 
dalam berbagai kegiatan 
positif lainnya,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi 
bagian dari upaya Honda 
dalam mendorong kolabo-
rasi antara pelaku industri, 
komunitas, dan masyarakat 
dalam membangun ekosis-
tem sosial yang aktif, inklu-
sif, serta memberikan dam-
pak positif bagi lingkungan 
sekitar. Honda Sulteng akan 
terus berupaya memper-
kuat peran komunitas, tidak 
hanya sebagai pengguna 
sepeda motor, tetapi juga 
sebagai bagian dari pelaku 
perubahan yang mendorong 
budaya keselamatan ber-
kendara, etika sosial, serta 
pengembangan kreativitas 
generasi muda.

Melalui semangat Satu 
Hati, Honda ingin terus 
menghadirkan kegiatan 
yang tidak hanya mempe-
rerat kebersamaan, tetapi 
juga memberikan nilai lebih 
bagi komunitas, sekaligus 
menegaskan bahwa Hon-
da tidak hanya menemani 
perjalanan fisik, tetapi juga 
perjalanan semangat dan 
nilai-nilai kehidupan bagi 
para penggunanya.*/YAN

SULTENG RAYA - Me-
respon cepat terjadinya ben-
cana banjir akibat intensitas 
curah hujan yang melanda 
Desa Saojo, Kecamatan Pa-
mona Utara, personel Siaga 
SAR Kompi 4 Batalyon B 
Pelopor Satbrimob Polda 
Sulteng segera diterjunkan 
ke lokasi terdampak untuk 
memberikan bantuan dar-
urat kepada masyarakat, 
Ahad (12/4/2026).

Setibanya di lokasi, per-
sonel langsung bergerak 
menyisir rumah-rumah war-
ga. Dengan sigap, petugas 
membantu mengevakuasi 
barang-barang berharga 
milik warga ke tempat yang 
lebih aman guna meminima-
lisir kerugian materiil akibat 
luapan air yang masuk ke 
dalam pemukiman.

Selain fokus pada eva-
kuasi barang, personel Si-
aga SAR juga melakukan 
pengaturan arus lalu lintas 
di jalur utama yang teren-

PERSONEL Siaga SAR Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob 
Polda Sulteng, saat diterjunkan ke lokasi terdampak untuk mem-
berikan bantuan darurat kepada masyarakat, Ahad (12/4/2026). 
FOTO: DOK SATBRIMOB POLDA SULTENG

Personel Brimob Evakuasi Warga 
Terdampak Banjir di Desa Saojo

SULTENG RAYA - Lem-
baga Pembinaan Khusus 
Anak (LPKA) Palu meneri-
ma sebanyak 27 narapidana 
berusia 20 tahun (kategori 
remaja) yang merupakan 
pindahan dari Rumah Taha-
nan Negara (Rutan) di Palu 
dan Donggala. 

Pemindahan ini dilakukan 
sebagai upaya mengurangi 
overkapasitas yang terjadi 
di Rutan. Saat ini, jumlah 
hunian di LPKA Palu terca-
tat sebanyak 18 orang anak 
binaan. Kegiatan peneri-
maan dilaksanakan dengan 
pengawasan ketat serta me-
lalui serangkaian proses 
pemeriksaan awal yang ber-
tujuan untuk memastikan 
kondisi fisik, kelengkapan 
administrasi, serta kesiapan 
mereka dalam mengikuti 
program pembinaan di ling-
kungan LPKA Palu, Senin 
(13/4/2026).

Proses penerimaan di-
pimpin langsung oleh Ke-
pala Sub Seksi Administrasi 
Pengawasan dan Penega-
kan Disiplin (Kasubsi Adm. 
Wasgakin), Hery, bersama 
petugas jaga. Setibanya di 
LPKA Palu, para narapi-
dana langsung menjalani 
tahapan pemeriksaan awal 
yang meliputi verifikasi 

berkas administrasi guna 
memastikan kelengkapan 
dan keabsahan data. 

Selain itu, petugas me-
dis juga melakukan peme-
riksaan kesehatan untuk 
mengetahui kondisi fisik 
masing-masing anak bin-
aan sebagai langkah awal 
dalam pemberian layanan 
kesehatan yang tepat selama 
masa pembinaan.

Kasubsi Adm. Wasgakin, 
Hery, menjelaskan bahwa 
langkah ini merupakan ba-
gian dari upaya preventif 
dalam menjaga stabilitas 
keamanan dan ketertiban di 
dalam lembaga pemasyara-
katan. “Selama kegiatan ber-
langsung, situasi di LPKA 
Kelas II Palu terpantau aman 
dan terkendali tanpa adanya 
gangguan berarti,” ujarnya.

Tidak hanya itu, peme-
riksaan urine turut dilaku-
kan sebagai upaya deteksi 
dini terhadap kemungki-
nan penyalahgunaan obat-
obatan terlarang. Langkah 
ini menjadi bagian penting 
dalam menjaga lingkungan 
LPKA Palu tetap bersih dari 
narkoba serta mendukung 
proses pembinaan yang 
optimal.

Selanjutnya, petugas me-
lakukan pemeriksaan badan 

dan barang bawaan guna 
memastikan tidak ada benda 
terlarang yang masuk ke 
dalam area LPKA. Proses ini 
dilakukan secara humanis 
dengan tetap mengedepan-
kan prinsip perlindungan 
terhadap anak.

Kepala LPKA Kelas II 
Palu, Welli, menegaskan 
bahwa setiap proses peneri-
maan akan selalu dilakukan 
sesuai prosedur yang berla-
ku dengan mengedepankan 
aspek keamanan, ketertiban, 
serta pembinaan yang berke-
lanjutan.

“Penerimaan narapidana 
pindahan dari Rutan juga 
menjadi bagian dari strategi 
untuk mengurangi overka-
pasitas. Dengan peminda-
han tersebut, diharapkan 
distribusi warga binaan 
dapat lebih merata sehingga 
proses pembinaan dapat 
berjalan lebih optimal,” je-
lasnya.

Melalui serangkaian pe-
meriksaan dan penyesuaian 
awal ini, diharapkan para 
narapidana remaja dapat 
beradaptasi dengan baik di 
lingkungan baru serta siap 
mengikuti berbagai program 
pembinaan dan pendidikan 
yang telah disiapkan oleh 
LPKA Palu.*/YAT

PETUGAS LPKA Palu saat memeriksan badan narapidana pindahan dari Rutan Palu dan Rutan 
Donggala, Senin (13/4/2026). FOTO: HUMAS LPKA PALU

LPKA Palu Terima 27 Narapidana 
Pindahan Rutan Palu-Donggala

tertutup air, sehingga para 
pengendara dapat melintas 
dengan aman melalui pan-
duan personel di lapangan.

"Kehadiran personel Kom-
pi 4 Batalyon B di Desa Saojo 
merupakan wujud nyata res-
pons cepat Satbrimob Polda 
Sulteng terhadap bencana 
alam. Fokus utama kami 
adalah membantu warga 
mengamankan harta benda 
serta memastikan akses jalan 
tetap bisa dilalui dengan 
aman meskipun terendam 
banjir," tegas Danyon B Pe-
lopor, Kompol Dr. Robi 
Utomo. Aksi kemanusiaan 
ini merupakan wujud nyata 
dari bakti Brimob untuk 
masyarakat, di mana perso-
nel selalu siap sedia hadir 
di tengah kesulitan warga. 
Selain membantu evakuasi, 
tim SAR juga terus meman-
tau perkembangan debit air 
di lokasi guna mengantisi-
pasi adanya potensi banjir 
susulan.*/YAT

dam banjir. Guna mencegah 
kendaraan terperosok atau 
terjebak dalam genangan 

yang cukup dalam, perso-
nel memasang tanda pem-
batas pada ruas jalan yang 
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“Saya sampaikan kepada 
publik, bahwa Insya-Allah 
stok kita di atas standar 
minimum, baik itu solar, 
baik itu bensin, maupun 
LPG. Insya-Allah aman, 
dan sekali lagi saya kata-
kan bahwa kami sudah 
bersepakat atas arahan 
Bapak Presiden, bahwa 
harga BBM untuk subsidi 
tidak akan dinaikkan sam-
pai dengan akhir tahun,” 
ujar dia.

Kebijakan itu, lanjut-
nya, menjadi kabar baik 
bagi masyarakat, teruta-
ma kelompok yang paling 
terdampak oleh fluktuasi 
harga energi.

Dari sisi fiskal, peme-
rintah menilai kebijakan 
tersebut masih aman untuk 
dijalankan. Hal itu didu-
kung oleh harga minyak 
mentah Indonesia (Indo-
nesian Crude Price) yang 
masih berada di bawah 
asumsi anggaran, sehingga 
ruang fiskal dinilai masih 
cukup kuat untuk menjaga 
harga BBM subsidi tetap 

stabil tanpa menambah 
beban masyarakat.

“Doain, ini kan tergan-
tung dengan harga ICP, 
tapi kalau sampai dengan 
100 dolar AS itu sudah 
aman BBM. Dan sekarang 
harga rata-rata ICP Januari 
sampai dengan sekarang 
itu tidak lebih dari 77 dolar 
AS. Jadi kita itu baru split 7 
dolar AS,” kata Bahlil.

Sementara itu, dari sisi 
pasokan,  ia  mengata-
kan  pemerintah masih 
menghadapi kebutuhan 
impor sekitar 1 juta barel 
per hari. Kondisi itu terja-
di karena konsumsi BBM 
nasional mencapai 1,6 juta 
barel per hari, sedangkan 
produksi dalam negeri 
baru berada di kisaran 600-
610 ribu barel per hari.

Di sisi lain, pemerintah 
juga membuka peluang 
penguatan kerja sama ener-
gi dengan Rusia, tidak ha-
nya pada pasokan minyak 
mentah, tetapi juga pada 
sektor infrastruktur pen-
unjang. Bahlil menyebut 

ada pembahasan mengenai 
investasi di bidang kilang 
dan penyimpanan energi 
sebagai bagian dari upaya 
memperkuat ketahanan 
energi nasional dalam jang-
ka panjang.

“Itu salah satu poin yang 
kemarin kita bicarakan, 
bahwa memang ada be-
berapa investasi mereka 
yang  pick up,  sudah siap 
untuk masuk, tetapi fina-
lisasinya tunggu ada 1-2 
putaran lagi dengan kami, 
khusus untuk menyangkut 
dengan kilang dan storage. 
Nanti baru kami akan sam-
paikan,” ujar Bahlil.

Dengan sejumlah lang-
kah tersebut, pemerintah 
berharap stabilitas energi 
dapat terus terjaga sepan-
jang tahun. Kepastian har-
ga BBM subsidi diharap-
kan memberi ruang bagi 
masyarakat untuk tetap 
menjalankan aktivitas eko-
nomi dengan lebih tenang 
di tengah dinamika harga 
energi global, katanya men-
ambahkan. ANT

Ia menggunakan sing-
katan dari nama resmi 
Korut, Republik Demokra-
tik Rakyat Korea.

Menurut IAEA, aktivi-
tas yang terpantau melipu-
ti pengoperasian reaktor 
5MW, fasilitas pengolahan 
ulang, reaktor air ringan, ser-
ta berbagai instalasi lain di 
kompleks nuklir Yongbyon.

Selain itu, lembaga itu 
juga melihat adanya pem-
bangunan fasilitas baru 
yang mirip dengan pabrik 
pengayaan uranium, yang 
menandakan kapasitasnya 
terus bertambah.

Grossi menambahkan 
program nuklir  Korut 
saat ini diperkirakan te-
lah menghasilkan puluhan 
hulu ledak.

Indisikasi ini terlihat dari 
aktivitas di berbagai fasili-
tas, termasuk yang berada 
di luar Yongbyon.

Temuan ini juga didu-
kung oleh analisis Center 
for Strategic and Interna-
tional Studies (CSIS), yang 
pada 13 April melaporkan 
citra satelit terbaru menun-
jukkan adanya fasilitas pen-
gayaan uranium baru yang 
diduga bisa menghasilkan 

material untuk senjata.
Namun, Grossi men-

gatakan hingga kini IAEA 
belum menemukan bukti 
keterlibatan teknologi Ru-
sia dalam program nuklir 
Korut.

Ia menilai kerja sama an-
tara Rusia dan Korut pada 
2025 kemungkinan masih 
terbatas pada proyek nuklir 
sipil, meskipun masih terus 
dipantau.

“Bergerak menuju senjata 
nuklir tidak akan pernah 
memberikan peningkatan 
keamanan bagi negara 
mana pun,” kata Grossi. CNN

rencana (P2KB) Sigi Riadin 
Lahido saat ditemui awak 
media di Sigi, Kamis.

Ia menuturkan salah satu 
fokus dalam perda kese-
hatan reproduksi tersebut 
sebagai upaya pencegahan 
pernikahan dini yang masih 
menjadi persoalan di Ka-
bupaten Sigi.

“Tentunya apabila kese-
hatan reproduksi ini terja-
min maka kelahiran bayi 
yang stunting bisa ditekan, 
sehingga melalui perda ini 
menjadi landasan hukum 
untuk mencegah terjadinya 
pernikahan anak di bawah 
umur,” sebutnya.

Kesehatan reproduksi me-
liputi kesiapan fisik, mental, 
medis dan lingkungan yang 

sehat.
“Kesehatan reproduksi ini 

penting untuk menciptakan 
ibu dan anak yang sehat,” 
ucapnya.

Ia mengemukakan segera 
melakukan sosialisasi dan 
edukasi kepada masyarakat 
terkait perda kesehatan re-
produksi dengan melibatkan 
organisasi perangkat daerah 
(OPD) terkait lainnya.

Menurut dia, pentingnya 
edukasi sejak dini sehing-
ga generasi muda dapat 
memahami seluruh aspek 
kesehatan reproduksi.

“Pemerintah daerah ber-
komitmen untuk mencip-
takan pribadi, lingkungan 
yang sehat agar memiliki 
dampak pada kesehatan 

reproduksi yang baik,” 
ujarnya

Sementara itu Sekreta-
ris Daerah Kabupaten Sigi 
Nuim Hayat menyebutkan 
Perda kesehatan reproduksi 
menjadi landasan hukum 
bagi pemerintah daerah dan 
seluruh pemangku kepen-
tingan dalam penyelengga-
raan pelayanan kesehatan 
reproduksi secara terinte-
grasi, terarah dan akuntabel.

“Pelayanan kesehatan re-
produksi merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari 
pelayanan kesehatan secara 
menyeluruh dengan bertu-
juan untuk menjamin ter-
penuhinya hak setiap orang 
dalam memperoleh pelay-
anan kesehatan yang aman, 

bermutu, dan bertanggung 
jawab sesuai dengan norma 
agama, etika, nilai sosial bu-
daya serta ketentuan peratu-
ran perundang-undangan,” 
kata Nuim.

Diketahui Pemkab Sigi 
bersama DPRD setempat 
menyepakati peraturan 
daerah tentang penyeleng-
garaan upaya kesehatan 
reproduksi pada paripurna 
di Desa Bora, Kecamatan 
Sigi Kota, Kabupaten Sigi, 
Sulteng.

Berdasarkan data Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sigi 
mencatat bahwa pada 2025 
kasus stunting di Sigi turun 
sebesar 21,45 persen dari 
33 persen menjadi 11,55 
persen. ANT

masa depan, mulai dari 
kemandirian ekonomi, ke-
tahanan pangan, hingga 
pembangunan ekonomi 
hijau, biru, dan ekonomi 
sirkular berbasis pelestarian 
lingkungan.

“Ini bukan sekadar kur-
sus, tapi momentum stra-
tegis untuk membawa pe-

rubahan nyata di daerah,” 
tegas Arus Abdul Karim, 
menunjukkan optimisme 
tinggi di sela kegiatan.

KPPD ini dirancang se-
bagai ruang konsolidasi 
nasional, mempertemukan 
para pimpinan DPRD dalam 
satu visi besar: memperkuat 
peran legislatif sebagai pilar 

utama pembangunan daerah 
yang adaptif dan responsif 
terhadap kebutuhan rakyat.

Rencananya, kegiatan 
prestisius ini akan ditutup 
langsung oleh Presiden RI, 
Prabowo Subianto, mene-
gaskan betapa strategisnya 
peran para Ketua DPRD 
dalam mengawal arah pem-

bangunan bangsa.
Dengan keikutsertaan 

dalam forum nasional ini, 
Arus Abdul Karim tidak 
hanya membawa nama Su-
lawesi Tengah, tetapi juga 
menegaskan posisinya seba-
gai figur pemimpin legislatif 
yang siap tampil di garis 
depan perubahan. WAN

nai proyek musala itu tak 
lagi sekadar percakapan 
terbatas, melainkan telah 
menjadi perhatian luas 
masyarakat.

“Banyaknya pemberitaan 
soal musala Inspektorat 
Parigi Moutong, makanya 
kami masuk untuk melaku-
kan pulbaket,” katanya.

Namun, di tengah sorotan 
tersebut, Kejari menegaskan 
tetap berjalan di rel profesio-
nalitas. Pulbaket, kata Rony, 
bukanlah vonis, melainkan 
proses untuk memastikan 
ada atau tidaknya indikasi 
pelanggaran hukum dalam 
kegiatan tersebut.

Setiap data akan diuji, 
setiap keterangan akan di-

verifikasi. Bahkan, sejumlah 
pihak terkait direncanakan 
akan dimintai klarifikasi 
guna memperjelas duduk 
perkara.

“Semua masih berproses. 
Kami pastikan setiap lang-
kah dilakukan sesuai aturan 
yang berlaku,” tegasnya.

Di sisi lain, kasus ini 
menyentuh aspek yang sen-
sitif: transparansi dan akun-
tabilitas anggaran, terlebih 
karena berada di lingkun-
gan lembaga pengawasan 
seperti Inspektorat. Publik 
pun menaruh harapan agar 
proses ini berjalan terbuka 
dan tuntas.

Kejari Parigi Moutong 
mengingatkan, di tengah 

proses yang masih bergulir, 
semua pihak diharapkan 
tetap kooperatif dan tidak 
tergesa-gesa menarik ke-
simpulan. Sebab, dari ruang 
pulbaket inilah nantinya 
akan ditentukan arah—apa-
kah perkara ini berlanjut ke 
tahap hukum berikutnya 
atau berhenti sebagai klari-
fikasi semata.

Satu hal yang pasti, cerita 
tentang musala Inspektorat 
ini belum selesai. Dan Kejari 
kini tengah berada di garis 
awal untuk mengungkap-
nya.

Seperti diberitakan, pem-
bangunan musala di kantor 
Inspektorat Parigi Moutong 
bersumber dari APBD Pe-

rubahan (APBD-P) Tahun 
Anggaran 2025 senilai Rp200 
juta menuai sorotan publik. 
Bukan semata soal nilai 
anggaran, melainkan pada 
mekanisme dan urgensi 
pelaksanaannya yang dila-
kukan di pengujung tahun, 
sementara bangunan belum 
dapat difungsikan.

CV Kalukubula Sulteng 
selaku pelaksana hanya 
menyelesaikan pekerjaan 
pondasi, tiang cor, serta 
dinding utama yang masih 
terbuka dan belum diples-
ter bagian luarnya. Dengan 
kondisi demikian, musala 
itu jelas belum layak di-
gunakan untuk aktivitas 
ibadah. AJI

Dari Palu, sebuah daerah 
yang kaya akan sumber 
daya alam, gagasan itu di-
pantik. Bukan hanya menju-
al buah, tetapi membangun 
citra. Sebab di balik rasa 
durian Indonesia, ada cerita 
panjang tentang tanah, alam, 
dan warisan.

Indonesia, kata Aditya, 
adalah bagian dari cincin 
api dunia—wilayah dengan 
tanah vulkanik yang subur 
dan kaya mineral. Dari si-
tulah keunggulan itu lahir: 
rasa durian yang lebih kuat, 
kompleks, dan alami.

“Ini bukan sekadar duri-
an. Ini adalah durian yang 
lahir dari tanah vulkanik 
Indonesia. Lahir dari Ibu 

Pertiwi, disempurnakan 
oleh alam,” ujarnya, me-
negaskan filosofi di balik 
nama Volcano Durian In-
donesia.

Brand ini diharapkan 
menjadi wajah baru durian 
Indonesia di mata dunia—
sebuah simbol kekuatan 
alam nusantara yang unik 
sekaligus berdaya saing 
tinggi di pasar internasi-
onal.

Dukungan pun mengalir 
dari daerah. Ketua Kadin 
Kabupaten Parigi Moutong, 
Faradiba Zaenong, meli-
hat peluncuran ini sebagai 
momentum penting untuk 
menyatukan langkah para 
pelaku usaha.

Ia mengajak seluruh pen-
gusaha, khususnya penge-
lola packing house durian, 
untuk menggunakan logo 
Volcano Durian Indonesia 
sebagai identitas bersama. 
Menurutnya, kekuatan ko-
lektif akan menjadi kunci 
untuk menembus pasar 
global yang semakin kom-
petitif.

“Ini bukan hanya tentang 
branding, tetapi tentang 
kebersamaan kita. Dengan 
satu identitas, kita akan 
lebih kuat, lebih dipercaya, 
dan lebih siap bersaing,” 
tegasnya.

Apresiasi juga ia sam-
paikan kepada pemerintah 
dan APDURIN yang dinilai 

konsisten mendorong per-
tumbuhan sektor durian, 
baik di Sulawesi Tengah 
maupun secara nasional.

Peluncuran ini bukan 
garis akhir, melainkan titik 
awal. Sebuah gerakan nasi-
onal yang diharapkan mam-
pu menyatukan identitas, 
meningkatkan nilai tambah 
ekspor, dan menempatkan 
Indonesia sebagai salah satu 
pemain utama dalam peta 
durian dunia.

Dari tanah vulkanik yang 
subur, kini Indonesia tak 
hanya mengirimkan du-
rian—tetapi juga mengi-
rimkan cerita, identitas, 
dan kebanggaan ke seluruh 
penjuru dunia. AJI

SULTENG RAYA - Pertamina Patra Niaga 
Regional Sulawesi melalui Integrated Ter-

minal (IT) Kendari menggelar sosialisasi gizi 
bagi balita dan anak di Posyandu Permata In-
dah, Kelurahan Mata. Kegiatan ini menyasar 

para ibu sebagai garda terdepan dalam pe-
menuhan kebutuhan gizi keluarga, sekaligus 

memperkuat upaya pencegahan stunting di 
tingkat masyarakat.

S o s i a l i s a s i  m e n g h a -
dirkan petugas gizi dari 
Puskesmas Mata, Sugiati, 
yang menyampaikan ma-
teri terkait pentingnya gizi 
seimbang, pemilihan bahan 
pangan yang tepat, serta 
praktik pemberian makan 
yang mendukung tumbuh 
kembang optimal anak. 
Edukasi diberikan secara 
interaktif melalui diskusi 
dan tanya jawab, dengan 
partisipasi aktif para pe-
serta yang berbagi penga-
laman sekaligus mencari 
solusi atas tantangan pe-

menuhan gizi sehari-hari.
Sebagai tindak lanjut, 

Pertamina turut menyalur-
kan Pemberian Makanan 
Tambahan (PMT) kepada 
anak yang teridentifikasi 
mengalami stunting. Lang-
kah ini menjadi bagian dari 
intervensi langsung untuk 
membantu perbaikan status 
gizi sekaligus mempercepat 
penanganan di lapangan.

L u r a h  M a t a ,  S a r n a , 
menyampaikan bahwa 
kegiatan ini memberikan 
manfaat nyata bagi masy-
arakat, khususnya dalam 

meningkatkan pemaha-
man orang tua terhadap 
pola asuh dan pemenuhan 
gizi anak.

“Kolaborasi seperti ini 
sangat dibutuhkan. Hara-
pannya, kegiatan edukasi 
dapat terus berlanjut se-
hingga para orang tua se-
makin memahami praktik 
pemberian gizi yang tepat 
dan mampu menerap-
kannya dalam kehidupan 
sehari-hari,” ujarnya.

Perwakilan Pertamina, 
Jr. Spv II HSSE & Fleet 
Safety IT Kendari, Taufik 
Tanjil Muharram, mene-
gaskan bahwa perusahaan 
memandang fase balita 
sebagai periode penting 
dalam pembentukan kuali-
tas sumber daya manusia.

“Upaya peningkatan 
pemahaman gizi perlu 
diikuti dengan aksi nyata 

di lapangan. Melalui edu-
kasi dan pemberian PMT, 
kami ingin mendorong pe-
rubahan yang berdampak 
langsung bagi kesehatan 
anak,” jelasnya.

Area Manager Commu-
nication, Relation, & CSR 
Pertamina Patra Niaga 
Regional Sulawesi, Li-
lik Hardiyanto, menam-
bahkan bahwa kegiatan 
ini  merupakan bagian 
dari komitmen perusa-
haan dalam mendukung 
pembangunan kesehatan 
masyarakat secara berke-
lanjutan.

“Edukasi dan intervensi 
gizi di tingkat komunitas 
menjadi langkah strategis 
untuk memperkuat kuali-
tas generasi ke depan. Per-
tamina terus mendorong 
program yang memberi-
kan dampak langsung, se-

kaligus memperkuat kola-
borasi dengan pemerintah 
dan tenaga kesehatan,” 
ungkap Lilik.

Program ini sejalan den-
gan komitmen Pertamina 
dalam mendukung Tu-
juan Pembangunan Ber-
kelanjutan, khususnya 
SDG 3 (Kehidupan Sehat 
dan Sejahtera) melalui 
peningkatan kesehatan 
masyarakat, serta SDG 2 
(Tanpa Kelaparan) melalui 
upaya perbaikan gizi dan 
pencegahan stunting.

Pertamina Patra Niaga 
Regional Sulawesi akan 
terus mengembangkan 
program berbasis masya-
rakat yang berfokus pada 
peningkatan kualitas kese-
hatan dan kesejahteraan, 
guna mendukung tercip-
tanya generasi yang sehat 
dan berdaya saing. *WAN

PERTAMINA Patra Niaga Regional Sulawesimenggelar sosialisasi gizi bagi balita dan anak di Posyandu 
Permata Indah, Kelurahan Mata, Kota Kendari. FOTO: IST
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Penyegelan yang mulai 
berlaku sejak 17 April 2026 
tersebut dilakukan akibat 
pelanggaran terhadap Pe-
raturan Wali Kota Palu No-
mor 37 Tahun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Keber-
sihan.

Kepala Bidang Penegakan 
Perundang-Undangan Daer-
ah (Kabid PPUD) Satpol PP 
Kota Palu, Mohamad Bam-
bang S., S.H., mengungkap-
kan bahwa pihaknya telah 
beberapa kali melakukan 
proses penindakan terhadap 
usaha tersebut. Bahkan, 
pelaku usaha telah dua kali 
dikenakan sanksi denda atas 
pelanggaran serupa. 

“Tempat usaha ini me-
mang sudah beberapa kali 
kami proses, bahkan sudah 
dikenakan denda sampai 
dua kali. Namun, di tahun 
ini pelanggaran tersebut 
kembali terjadi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang 
menjelaskan bahwa sebe-
lum dilakukan penyegelan, 
pihaknya telah menempuh 

berbagai langkah persuasif 
sesuai prosedur, mulai dari 
pemanggilan, pemberian 
edukasi, hingga teguran 
resmi.

Namun, pihak penge-
lola usaha tidak memenuhi 
panggilan yang telah di-
layangkan. “Kami sudah 
mengundang yang bersang-
kutan, pertama tidak da-
tang, kemudian kami la-
kukan pemanggilan kedua 
juga tidak hadir. Sehingga 
pada tahap berikutnya kami 
lakukan penindakan melalui 
sidang tindak pidana ringan 
(tipiring) bersama pihak ke-
jaksaan, pengadilan, kepo-
lisian, dan instansi terkait,” 
jelasnya.

Hasil sidang yang dilaksa-
nakan pada 9 April 2026 
memutuskan untuk mela-
kukan penutupan semen-
tara sebagai bentuk sanksi 
administratif sekaligus upa-
ya edukasi agar pengelola 
usaha memperbaiki sistem 
manajemen pembuangan 
sampahnya.

PENYEGELAN sementara rumah makan Chiken Bin akibat melanggar aturan menjaga kebersihan. 
Jumat (17/04/2026). FOTO PIKD DISKOMINFOSANTIK PALU

Pemkot Palu Segel 
Sementara Usaha 

Chicken Bim

SULTENG RAYA-Pemerintah Kota Palu me-
lalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 
bersama sejumlah aparat penegak hukum 
melakukan penyegelan sementara terhadap 
lokasi usaha Chicken Bim yang terletak di 
Jalan Basuki Rahmat, Kota Palu, pada Jumat 
(17/04/2026).

“Penutupan ini bukan se-
mata-mata untuk menghu-
kum, tetapi sebagai bentuk 
edukasi agar pengelolaan 
sampah diperbaiki. Alham-
dulillah, dalam masa teng-
gat sebelum penyegelan 
ini sudah ada perbaikan 
yang dilakukan,” tambah 
Bambang.

Meski demikian, ia mene-
gaskan bahwa sanksi tetap 
harus dijalankan sesuai ke-
putusan yang telah diambil.

Pemerintah Kota Palu 
membuka peluang bagi usa-
ha tersebut untuk kembali 
beroperasi setelah seluruh 
kewajiban administratif, 
termasuk pembayaran den-
da sesuai peraturan daerah, 
dipenuhi. 

“Insyaallah setelah proses 
administrasi, termasuk pem-
bayaran denda dipenuhi, 
tempat usaha ini dapat sege-
ra dibuka kembali,” katanya.

Bambang juga menegas-
kan bahwa langkah ini men-
jadi contoh bagi seluruh 
pelaku usaha di Kota Palu 
agar senantiasa mematuhi 
peraturan yang berlaku, 
khususnya terkait kebersi-
han lingkungan. “Tidak ada 
diskriminasi dan tidak ada 
tebang pilih dalam penega-
kan aturan. Siapapun yang 
melanggar dan telah melalui 
seluruh proses sesuai prose-
dur, tentu akan ditindak,” 
tegasnya.*ABS

SULTENG RAYA-Uni-
versitas Tadulako (Untad) 
terus memperluas jaringan 
kerja sama internasionalnya 
guna meningkatkan kualitas 
pendidikan dan riset per-
guruan tinggi. Bertepatan 
dengan momen khidmat 
upacara wisuda pada Kamis, 
16 April 2026, Untad dan 
Hainan University (HNU) 
secara resmi menandatanga-
ni dokumen Memorandum 
of Agreement (MoA).

Kesepakatan kerja sama 
ini ditandatangani oleh 
Wakil Rektor Bidang Pe-
rencanaan dan Kerjasama 
Untad, Dr. sc. Ir Agr, Aiyen 
Tjoa M.Sc dan  Prof. Dr. Qiu 
Xiguang selaku delegasi dari 
HNU serta disaksikan secara 
langsung oleh Rektor Uni-
versitas Tadulako, Prof. Dr. 
Ir. Amar, S.T., M.T beserta 
seluruh peserta wisuda.  

Secara garis besar, kerja 
sama ini bertujuan untuk  
pengembangan pendidikan 
tinggi, riset, serta inovasi 
berbasis kawasan tropis, 
termasuk dalam meningkat-
kan kapasitas teknologi dan 
efisiensi sistem produksi 
akuakultur laut maupun air 
tawar di wilayah Sulawesi 
Tengah. 

Selain itu, kerja sama ini 
juga diharapkan mampu 
mengembangkan dan men-
cetak Sumber Daya Manu-
sia (SDM) yang terampil 
melalui program pelatihan 
serta kolaborasi penelitian, 
yang bermuara pada terban-
gunnya model percontohan 
budidaya perikanan berke-
lanjutan untuk mendorong 
peningkatan ekonomi dan 
perluasan lapangan kerja di 
daerah.

Dalam implementasinya, 
kerja sama ini menargetkan 
pengembangan spesies bu-
didaya bernilai tinggi. Pada 
komoditas laut, pengemban-
gan difokuskan pada tiram 
mutiara, lobster, dan kuda 
laut. Sementara itu, untuk 
komoditas air tawar, riset 
akan menitikberatkan pada 
spesies tropis bernilai tinggi 
seperti belut.

Sebagai bagian dari imple-
mentasi strategis tersebut, 
akan dikembangkan Tropi-
cal Aquaculture Science and 
Technology Demonstration 
Centre (TASTDE) sebagai 
pusat unggulan yang ber-
peran dalam meningkat-
kan kapasitas teknologi dan 
efisiensi produksi sektor 
akuakultur laut dan air ta-
war di Sulawesi Tengah. 
Kehadiran pusat ini diharap-
kan mampu menjadi model 
pengembangan akuakultur 
berkelanjutan yang dapat 
direplikasi di berbagai dae-
rah, sekaligus mendorong 

WAKIL Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Untad, Dr. sc. Ir Agr, Aiyen Tjoa M.Sc bersama 
delegasi HNU Prof. Dr. Qiu Xiguang membuka kain papan nama kerjasama antar kedua lembaga. 
FOTO: HUMAS

Untad dan Hainan University 
Bangun Kolaborasi Global

pertumbuhan ekonomi, 
peningkatan industri, dan 
penciptaan lapangan kerja.

Sejalan dengan pemban-
gunan TASTDE, akan di-
kembangkan pula Internati-
onal Science and Technology 
Living Lab (STB) sebagai 
platform terintegrasi yang 
berfokus pada riset tera-
pan, pendidikan, dan ke-
terlibatan masyarakat. STB 
dirancang sebagai ruang 
pembelajaran berbasis prak-
tik bagi dosen dan mahasis-
wa, sekaligus mendukung 
kolaborasi penelitian mel-
alui sistem pembimbingan 
bersama. Selain itu, STB juga 
akan menyediakan layanan 
pengabdian kepada masya-
rakat melalui pelatihan tek-
nis, demonstrasi lapangan, 
dan transfer pengetahuan, 
sehingga mampu menjem-
batani hasil riset dengan ke-
butuhan nyata pelaku usaha 
akuakultur dan masyarakat 
pesisir.

Menanggapi langkah stra-
tegis ini, Dr. sc. Agr. Ir. 
Aiyen Tjoa, M.Sc., menje-
laskan bahwa implementasi 
kesepakatan tersebut akan 
membawa dampak posi-
tif yang sangat besar bagi 
pengembangan kompetensi 
sivitas akademika Untad.

"Implementasi kesepa-
katan ini akan membawa 
dampak positif bagi pen-
gembangan kompetensi 
sivitas akademika Untad 
dan membuka peluang bagi 
pengembangan riset yang 
lebih maju,  memprioritas-
kan penerimaan mahasiswa 
magister atau doktoral ke 
HNU, serta menghadir-
kan supervisi eksternal dari 
HNU yang akan ditunjuk 
sebagai pembimbing pen-

damping akademik untuk 
memberikan bimbingan 
bagi mahasiswa dan dosen 
Untad” ujarnya.

Wakil Rektor Hainan 
University, Prof. Qiu Xigu-
ang, dalam pidatonya di 
hadapan para wisudawan, 
memberikan apresiasi tinggi 
terhadap kualitas akademik 
Untad, khususnya terkait re-
kam jejak yang mendalam di 
sektor pertanian tropis dan 
ilmu perikanan yang menja-
di landasan kuat terjalinnya 
kemitraan ini. Pihaknya 
menekankan bahwa kesam-
aan letak geografis kawasan 
tropis menjadikan sumber 
daya pertanian Provinsi 
Hainan dan Indonesia saling 
melengkapi satu sama lain. 

Ia berharap para alumnus 
Untad kelak tidak hanya 
menjadi penggerak inovasi 
teknologi di tanah air, tetapi 
juga mampu mengambil 
peran strategis sebagai jem-
batan yang mempererat 

persahabatan antargenerasi 
muda Tiongkok dan Indo-
nesia.

Sementara itu Rektor 
Untad, Prof. Dr. Ir. Amar, 
S.T., M.T menegaskan bah-
wa kerja sama ini merupa-
kan bagian dari strategi 
internasionalisasi univer-
sitas dalam meningkatkan 
daya saing global. Ia juga 
menyoroti potensi Sulawesi 
Tengah yang kaya akan 
sumber daya perikanan dan 
pertanian serta keaneka-
ragaman hayati, sehingga 
sangat potensial sebagai pu-
sat pengembangan inovasi 
berbasis sumber daya tropis.

Melalui kerja sama ini, 
diharapkan terwujud pen-
guatan jejaring akademik 
internasional serta kontri-
busi nyata dalam pengem-
bangan ilmu pengetahuan, 
peningkatan kualitas pendi-
dikan, dan kemajuan sektor 
unggulan daerah secara 
berkelanjutan. ENG

SULTENG RAYA- Univer-
sitas Tadulako (Untad) terus 
mendorong literasi keuangan 
digital di kalangan mahasis-
wa, kali ini melalui kolaborasi 
dengan Bank Tabungan Ne-
gara. Salah satu wujud nyata 
dari upaya tersebut adalah 
penyelenggaraan program 
Bale Race (Program Reward 
for Active Campus Engage-
ment) yang ditujukan bagi 
mahasiswa aktif pengguna 
aplikasi mobile banking Bale 
by BTN.

Program Bale Race tahun 
2025 merupakan bentuk apre-
siasi kepada mahasiswa Untad 
yang paling aktif melakukan 
transaksi menggunakan apli-
kasi Bale by BTN. Sepanjang 
periode program, tercatat 
sebanyak 4.272 mahasiswa 
berpartisipasi dengan total 
24.497 transaksi, menunjuk-
kan tingginya antusiasme ser-
ta adopsi layanan keuangan 
digital di lingkungan kampus.

Dari ribuan peserta, tiga 
mahasiswa dengan perolehan 
poin tertinggi berhasil me-
raih penghargaan sebagai 
pemenang Bale Race Untad 
2025, yaitu Juara 1 Salman 
Renu dengan hadiah satu unit 
laptop senilai Rp10.000.000, 
disusul Juara 2 Andika den-
gan hadiah satu unit Galaxy 
Tab senilai Rp5.000.000, serta 
Juara 3 Fisal Adrian yang 
memperoleh bantuan SPP 

senilai Rp3.000.000.
Penyerahan hadiah dilaksa-

nakan secara langsung pada 
momentum Wisuda Untad 
Periode 136 yang berlangsung 
di Auditorium Untad pada 16 
April 2026. Kegiatan ini menja-
di bagian dari rangkaian acara 
yang tidak hanya merayakan 
kelulusan mahasiswa, tetapi 
juga memberikan penghar-
gaan atas prestasi non-akade-
mik yang berdampak positif.

Dalam testimoninya, Sal-
man Renu sebagai juara per-
tama mengungkapkan rasa 
syukurnya atas penghargaan 
yang diperoleh. “Saya tidak 
menyangka bisa mendapat-
kan hadiah laptop hanya 
karena rutin menggunakan 
aplikasi Bale by BTN untuk 
berbagai kebutuhan transaksi 
sehari-hari seperti membeli 
pulsa, token listrik, hingga 
pembayaran menggunakan 
QRIS. Program ini sangat 
menarik dan memotivasi ma-
hasiswa untuk lebih aktif me-
manfaatkan layanan digital,” 
ujarnya.

Ia juga mengajak mahasis-
wa lain untuk ikut berparti-
sipasi dalam program serupa 
di masa mendatang. “Semo-
ga teman-teman mahasiswa 
Untad juga bisa ikut mencoba 
dan merasakan manfaatnya. 
Selain memudahkan transak-
si, kita juga bisa mendapat-
kan banyak keuntungan dari 
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SULTENG RAYA- Wakil 
Wali Kota Palu, Imelda Li-
liana Muhidin, secara resmi 
melaunching Pusat Pelayanan 
Keluarga Sejahtera (PPKS) 
Satyagatra Kencana Kota Palu 
di Kantor Satyagatra Kencana, 
Kamis (16/04/2026).

Peluncuran tersebut turut 
dihadiri oleh perwakilan Di-
nas Pengendalian Pendu-
duk dan Keluarga Berencana 
(P2KB) Provinsi Sulawesi Ten-
gah serta Kepala Dinas P2KB 
Kota Palu, Ridwan Mustafa.

Dalam sambutannya, Imel-
da menyampaikan apresiasi 
atas hadirnya PPKS Satyaga-
tra Kencana sebagai bentuk 
komitmen pemerintah dalam 
menghadirkan layanan yang 
dekat dengan masyarakat.

“Kehadiran Pusat Pelay-
anan Keluarga Sejahtera ini 
merupakan langkah strategis 
dalam memperkuat ketaha-
nan keluarga. Ini menjadi 
ruang layanan yang sangat 
dibutuhkan masyarakat, 
khususnya dalam menjawab 
berbagai persoalan keluarga 
secara komprehensif,” ungkap 
wakil wali kota.

Menurut wakil wali kota, 
saat ini layanan PPKS telah 
tersebar di delapan kecamatan 
di Kota Palu dengan beragam 
jenis layanan yang tersedia. 

Meski demikian, wakil wali 
kota menilai masih diperlukan 
peningkatan, terutama dari 
sisi jam operasional.

“Kita mengapresiasi karena 
layanan ini sudah menjang-
kau delapan kecamatan den-
gan berbagai jenis layanan. 
Namun, jam operasional yang 

masih terbatas perlu menjadi 
perhatian bersama agar akses 
masyarakat semakin luas,” 
jelas wakil wali kota.

Lebih lanjut, wakil wali kota 
menegaskan bahwa PPKS 
tidak hanya berfungsi sebagai 
pusat konseling, tetapi juga 
memberikan layanan lain 
seperti pemasangan alat kont-
rasepsi (KB), edukasi keluarga, 
hingga rujukan layanan sosial.

“Ini adalah layanan terpa-
du. Tidak hanya konseling, 
tetapi juga mencakup berbagai 
kebutuhan keluarga, terma-
suk layanan KB dan eduk-
asi. Harapannya, masyarakat 
bisa benar-benar merasakan 
manfaatnya,” tambah wakil 
wali kota.

Wakil wali kota juga 
menyoroti pentingnya kesia-
pan sumber daya manusia 
dalam memberikan layanan 
yang berkualitas, mengingat 
kompleksitas permasalahan 
keluarga di tengah masya-
rakat.

“Persoalan keluarga itu 
sangat beragam, mulai dari 
keharmonisan rumah tang-
ga, KDRT, stunting, hing-
ga kemiskinan. Oleh karena 
itu, tenaga pelayanan harus 
memiliki kompetensi dan 
kepekaan sosial yang tinggi,” 
tegas wakil wali kota.

Di akhir sambutannya, Wa-
kil Wali Kota Palu berharap 
PPKS Satyagatra Kencana 
dapat terus dikembangkan 
dan dioptimalkan sebagai gar-
da terdepan dalam mewujud-
kan keluarga yang sejahtera 
dan generasi yang berkualitas 
di masa mendatang. ABS

PERESMIAN PPKS Satyagatra Kencana Kota Palu oleh Wakil 
Wali Kota Imelda Liliana di Kantor Satyagatra Kencana, Kamis 
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PPKS Satyagatra Kencana 
Kota Palu Dilaunching

program seperti ini,” tambah 
Salman.

Senada dengan itu, Andika 
sebagai juara kedua menyam-
paikan bahwa hadiah tablet 
yang diperolehnya sangat 
membantu dalam menunjang 
aktivitas perkuliahan. “Tablet 
ini tentu sangat bermanfaat 
untuk menunjang kegiatan 
belajar, seperti membaca ma-
teri kuliah, mengerjakan tugas, 
dan mengikuti berbagai akti-
vitas akademik secara digital,” 
katanya.

Ia juga mendorong maha-
siswa Untad lainnya untuk 
mulai menggunakan layanan 
Bank BTN dan memanfaatkan 
aplikasi Bale by BTN. “Saya 
berharap semakin banyak ma-
hasiswa yang memanfaatkan 

layanan digital dari Bank BTN 
karena sangat memudahkan 
berbagai transaksi sehari-ha-
ri,” lanjutnya.

Sementara itu, Fisal Adri-
an selaku juara ketiga turut 
mengapresiasi inisiatif Bank 
BTN dalam menghadirkan 
program yang memberikan 
manfaat nyata bagi mahasis-
wa. “Program seperti Bale 
Race ini sangat positif karena 
tidak hanya memberikan ha-
diah, tetapi juga mendorong 
mahasiswa untuk lebih melek 
literasi keuangan digital,” 
ungkapnya.

Ia berharap program serupa 
dapat terus dilanjutkan di 
masa depan sehingga sema-
kin banyak mahasiswa yang 
dapat merasakan manfaatnya.

Sebagai tindak lanjut dari 
kesuksesan program ini, Bank 
BTN berencana untuk kembali 
menyelenggarakan Bale Race 
pada periode tahun 2026 den-
gan hadiah yang lebih mena-
rik dan kesempatan yang lebih 
luas bagi seluruh mahasiswa 
Untad.

Program Bale Race tidak 
hanya menjadi ajang kom-
petisi, tetapi juga menjadi 
sarana edukasi dan pening-
katan literasi keuangan digital 
di kalangan generasi muda, 
khususnya mahasiswa Uni-
versitas Tadulako. Kolaborasi 
ini diharapkan dapat terus 
berlanjut dan memberikan 
dampak positif bagi pengem-
bangan ekosistem digital di 
lingkungan kampus.*ENG


